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MOTTO 
 
 
“Love God, Love people WITH PASSION!!” 
Pds. Obaja Tanto Setiawan 
 
 
“Barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan”  
(Roma 10:11) 
 
 
“Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti” 
 
 
“Hasil tidak akan menghianati proses” 
(Voca Erudita) 
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ABSTRAK 
Suksma Wening Kinasih. E0014387. 2018. PERMOHONAN KASASI ODITUR 
MILITER TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN HUKUM JUDEX FACTI 
KURANG PERTIMBANGAN HAL YANG MEMBERATKAN DALAM 
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 99K/MIL/2016). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permohonan Kasasi Oditur Militer dengan 
alasan kesalahan penerapan hukum Judex Facti yang kurang mempertimbangan hal 
yang memberatkan dalam pencurian dengan pemberatan (studi putusan mahkamah 
agung nomor 99k/mil/2016). Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun 
penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan 
terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum 
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 
analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran 
hukum dengan metode deduksi silogisme. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
penulis, maka diperoleh hasil bahwa permohonan Kasasi Oditur Militer dengan 
alasan Judex Facti salah menerapkan hukum kurang mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dalam perkara pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan Pasal 
239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang 
merupakan dasar atau alasan pengajuan Kasasi, pengajuan Kasasi dalam kasus 
berikut adalah Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana 
mestinya, yaitu dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara cermat tentang 
keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya. Terkait pertimbangan Mahkamah 
Agung mengabulkan permohonan Kasasi telah sesuai Pasal 243 UUPM  jo Pasal 26 
KUHPM yang mengatur tentang pembatalan putusan Pengadilan yang dimintakan 
Kasasi dan pemecatan dari Dinas Militer yang dapat dilakukan bersamaan dengan 
pidana penjara. 
 
 
Kata Kunci: Kasasi, Kesalahan penerapan hukum, Pencurian dengan 
pemberatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Suksma Wening Kinasih. E0014387. 2018. APPLICATION OF MILITARY CASH 
FLOWS ON THE MISTAKE OF JUDEX FACTI LEGAL APPLICATIONS LESS 
CONSIDERATIONS WHICH MAKE IN THE DIFFERENCES WITH 
REVOCATION (Study Of Verdict Supreme Court Number 99K / MIL / 2016). 
Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
 
 
The purpose of this research is to know the request of Case of Military Oditur by 
reason of wrongness of applying law in Judex Facti which is less consideration of 
incriminating in the theft with the weighting (Study of Verdict Supreme Court number 
99k / mil / 2016). This type of research that the author used in preparing this legal 
research is a normative legal research and the perspective is applied. The approach 
used is a case approach. Sources of legal materials used were the primary law and 
secondary law. Legal materials analysis techniques used by the outhor is to use legal 
reasoning by syllogism deduction method. Based on research conducted by the 
author, the results obtained that the request Cassation of Military Oditur on the 
grounds of Judex Facti incorrectly apply the law less consider things that 
incriminating in the theft with the weighting has been in accordance with Article 239 
of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice which is the basis or the reason for 
the filing of the Cassation, in which the Cassation filing in the following cases is 
Judex Facti does not apply the law as it should, its decision not to consider carefully 
the circumstances that incriminate the crime. Related to the consideration of the 
Supreme Court granting the Cassation Appeal has been in accordance with Article 
243 UUPM jo Article 26 of the Criminal Code regulating the annulment of the 
decision of the Court requested by Cassation and the dismissal from the Military 
Service which can be done simultaneously with the imprisonment. 
 
Keywords: Cassation, Misappropriation of law, Burglary theft. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasar pada hukum 
(rechtstaat) dan bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtstaat) dimana 
hal tersebut secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yang disebutkan bahwa Negara 
Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara hukum, maka Indonesia harus 
mengedepankan ketentuan hukum dalam mengatur segala pola hidup berbangsa 
dan bernegara. Aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia jelas menjadi 
komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram, dan damai. 
Hukum di Indonesia mengenal asas equality before the law yang berarti 
persamaan dihadapan hukum, dimana didalamnya terdapat suatu kesetaraan 
dalam hukum pada setiap individu, tetapi karena adanya beban kewajiban anggota  
militer maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri, dalam hal 
ini anggota militer atau TNI terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan 
Darat, Tentara Nasional Angkatan Laut, dan Tentara Indonesia Angkatan Udara. 
Bidang hukum khusus yang mengatur tentang penegakan hukum bagi anggota 
TNI adalah Hukum Pidana Militer.  
Hukum Pidana Militer merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang 
berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum bagi militer dan 
apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam dengan pidana. 
Hukum Pidana Militer di Indonesia secara materiil diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP Militer (Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1947), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia 
(HAM), dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan secara 
formil diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (Hukum Acara 
 
 
 
 
Peradilan Militer), Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi, Hukum Acara 
Peradilan Hak Asasi Manusia.Hukum Pidana Militer materiil berfungsi untuk 
jenis-jenis perbuatan yang dilarang beserta sanksi apabila terdapat pelanggaran. 
Sedangkan hukum formil berfungsi sebagai prosedur menegakkan hukum pidana 
materiil. Di lingkup militer juga terdapatperaturan disiplin. Apabila anggota 
militer melakukan suatu kesalahan digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, 
karena hal tersebut dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh atasannya. 
Tindak Pidana oleh anggota TNI yang sering terjadi di Indonesia adalah 
penyalahgunaan wewenang dimana seringkali ditemui seorang anggota militer 
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan 
tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan 
kepadanya karena jabatannya. Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan 
oleh anggota TNI adalah pencurian dengan menyalahgunakan kekuasaan yang 
diberikan oleh warga sipil kepadanya. Seorang aggota militer bernama Suyatno 
yang didakwa melakukan pidana pencurian dengan pemberatan karena disertai 
dengan kekerasan dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, bermula ketika 
Suyatno bekerja pada sebuah perusahaan untuk mengawal perhiasan, kemudian 
merampok barang yang dikawal olehnya. 
Hal yang menarik untuk dikaji yaitu pada Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 99K/MIL/2016 atas Terdakwa yang bernama Suyatno yang didakwa oleh 
Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta melanggar Pasal 365 ayat (1) 
juncto ayat (2) KUHP yang dianggap bersalah melakukan tindak pidana 
“Pencurian yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” 
dengan dijatuhi pidana pokok yaitu penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, 
dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara serta pidana 
tambahan dipecat dari Dinas Kemiliteran. 
Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang kemudian mengadili kasus pencurian 
tersebut melalui putusan Nomor: 71-K/PM II-08/AD/III/2015 menyatakan 
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
 
 
 
 
pidana “Pencurian dengan Pemberatan dengan dijatuhi pidana pokok penjara 
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana tambahan dipecat dari 
Dinas Militer.Dengan adanya putusan tersebut, Terdakwa mengajukan banding 
pada Pengadilan Militer Tingkat II Jakarta dan hanya dijatuhi pidana penjara 1 
(satu) tahun. 
Menanggapi putusan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta tersebut Oditur 
Militer mengajukan Upaya Hukum Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer 
Tinggi melalui akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/71/PM II-08/AD/III/2016 
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 7 
Maret 2016. Dan dengan dikabulkannya permohonan Kasasi tersebut, Mahkamah 
Agung melalui Putusan Nomor: 99K/MIL/2016 berpendapat bahwa alasan Kasasi 
dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan 
pidana kepada Terdakwa in casu Judex Facti telah salah dalam menerapkan 
hukum, yaitu dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara cermat tentang 
keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga putusan  Judex Facti in 
casu dapat diklasifikasikan sebagai putusan yang kurang lengkap pertimbangan 
hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), dan menjatuhkan pidana pokok yaitu 
penjaraa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana tambahan berupa 
pemecata dari Dinas Kemiliteran.  
Berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam 
terkait dengan argumentasi Kasasi Oditur Militer, pertimbangan Mahkamah 
Agung dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang kemudian 
dituangkan dalam penulisan hukum dengan judul: ”PERMOHONAN KASASI 
ODITUR MILITER TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN HUKUM 
JUDEX FACTI KURANG PERTIMBANGAN HAL YANG 
MEMBERATKAN DALAM PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN 
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 99K/MIL/2016)”. 
 
 
 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah permohonan Kasasi Oditur Militer dengan alasan Judex Facti salah 
menerapkan hukum kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
dalam perkara pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan Pasal 239 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer? 
2. Apakah pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi 
Oditur militer dan mengadili sendiri menjatuhkan pidana penjara dan 
pemecatan dari dinas militer telah sesuai Pasal 243 UUPM jo Pasal 26 
KUHPM? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas agar dapat 
memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian sehingga dapat memecahkan 
permasalahan secara sistematis.Terdapat dua jenis tujuan penelitian, yaitu tujuan 
objektif dan tujuan subjektif.Tujuan objektif adalah tujuan yang berasal dari 
penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan subjektif adalah tujuan yang berasal dari 
Penulis. Adapun tujuan objektif dan tujuan subjektif dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a. Mengetahui kesesuaian permohonan Kasasi Oditur Militer dengan alasan 
Judex Facti salah menerapkan hukum kurang mempertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dalam perkara pencurian dengan pemberatan dengan 
Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Militer. 
b. Mengetahui keseuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam 
mengabulkan permohonan Kasasi Oditur militer dan mengadili sendiri 
menjatuhkan pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer dengan 
Pasal 243 UUPM jo Pasal 26 KUHPM. 
 
 
 
 
 
2. Tujuan Subjektif 
a. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis di bidang Hukum Acara 
Peradilan Militer yang menyangkut kesalahan penerapan hukum Judex 
Facti kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam 
perkara pencurian dengan pemberatan. 
b. Menerapkan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat 
memberi manfaat bagi Penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat 
pada umumnya serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan di bidang hukum. 
c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam 
bidang Ilmu Hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi ilmu 
pengetahuan di bidang penelitian tersebut.Karena suatu penelitian dapat dikatakan 
berhasil apabila dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum maupun 
penerapan didalam praktik.Penelitian Hukum diharapkan dapat memberikan 
manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini 
adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi perkembangan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum 
Acara Peradilan Militer pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur 
kepustakaan serta dapat menyumbangkan pemecahan-pemecahan 
permasalahan atas permasalah yang dikaji. 
 
 
 
 
 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Menjadi sarana bagi penulis untuk pengembangan penalaran dan pola 
piker yang dinamis serta mengembangkan kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu hukkum yang diperoleh selama masa studi ilmu hukum. 
b. Membantu memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-
pihak yang terkait langsung dengan bidang ini. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu 
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian 
hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru 
sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014:35). Agar suatu peneliti ilmiah dapat dilaksanakan 
dengan baik maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, yang 
meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan 
sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan 
teknik analisis bahan hukum. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis 
dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 
hukum doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal atau normatif adalah 
suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi 
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang 
fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan 
sekunder. Sehingga penulisan hukum mampu menghasilkan argumentasi 
teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah 
yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). 
 
 
 
 
b. Sifat Penelitian 
Ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat 
perskriptif dan terapan.Sebagai ilmu hukum yang bersifat perskriptif, ilmu 
hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan 
hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu 
terapan, ilmu hukum menetapkan standar  prosedur, ketenntuan-ketentuan, 
rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014:41) 
c. Pendekatan Penelitian 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima pendekatan yang 
dapat digunakan dalam penelitian hukum, antara lain adalah pendekatan 
undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), 
pendekatan histori (historical approach), pendekatan komparatif 
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach). (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133) 
Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah 
pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan 
cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang 
telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah ratio-decidendi atau 
reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu 
putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis ratio-
deidendi atau reasoning tersebut merupakan refensi bagi penyusunan 
argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 
2014:134) 
d. Jenis dan Sumber Penelitian 
Pada umumnya jenis sumber data penelitian hukum dibagi 
menjadi 2, yaitu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum 
primer dan sumber-sumber bahan hukum sekunder.Bahan hukum primer 
 
 
 
 
merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai 
otoritas. Sedangkan bahan baku sekunder berupa publikasi tentang hukum 
meliputi buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 
komentar-komentar  atau putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 
2014:181). Jenis dan sumber penelitian dalam penelitian ini yaitu: 
1) Bahan Hukum Primer 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Peradilan 
Militer 
c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara 
Peradilan Militer 
d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 
Pidana (KUHP) 
e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) 
f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman 
g) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum 
2) Bahan Hukum Sekunder 
a) Buku ilmiah di bidang hukum; 
b) Makalah-makalah dan hasil karya ilmiah para sarjana; 
c) Jurnal-jurnal hukum; 
d) Artikel; dan 
e) Literatur dan hasil penelitian lainnya. 
e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara yang 
dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum yang terkait dengan 
 
 
 
 
masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam yang 
digunakan dalam penelitin ini adalah studi kepustakaan (liberary 
research) yaitu bentuk pengumpulan bahan hukum yang dilakukan 
melalui bahan hukum tertulis dengan membaca, mengkaji, dan 
mempelajari buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca 
dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dibahas kemudian dikategorikan menurut jenisnya. 
f. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan 
dengan deduksi silogisme.Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh 
Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan 
premis mayor (aturan hukum), yang kemudian berlanjut pada premis 
minor (fakta hukum). Dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik 
konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:90) 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum berguna untuk memberikan gambaran 
secara keseluruhan mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai 
dengan kaidah dan aturan baku penulisan hukum. Adapun sistematika 
penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang dimana setiap bab terbagi 
dalam sub bab agar mempermudah dalam penulisan dan pemahaman terhadap 
tulisan hukum ini. Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab I merupakan pendahuluan dengan sub bab latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian 
hukum yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum 
ini. 
 
 
 
 
 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini penulis menguraikan teori yang menjadi landasan 
atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan 
literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, 
yang meliputitinjauan tentang Kasasi, tinjauan tentang Oditur 
Militer, tinjauan tentang Kesalahan Penerapan Hukum, 
tinjauan tentang Judex Facti, tinjauan tentang Pertimbangan 
Hakim, tinjauan tentang Putusan Pengadilan dan tinjauan 
tentang Pidana Pencurian dengan Pemberatan. 
BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini penulis menjelaskan mengenai uraian dari hasil 
penelitian penulis dengan pembahasan mengenai 
“Permohonan Kasasi Oditur Militer terhadap Kesalahan 
Penerapan Hukum Judex Facti Kurang Pertimbangan Hal 
yang Memberatkan dalam Pencurian dengan Pemberatan”. 
BAB IV  : PENUTUP 
Bab ini Penulis memaparkan simpulan dari hasil pembahasan 
serta menyusun beberapa saran yang diperoleh Penulis 
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
1. Kerangka Teori 
a. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi 
1) Pengertian Upaya Hukum 
Upaya hukum adalah usaha melalui saluran hukum dari pihak-
pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan Hakim yang 
dianggap tidak adil atau kurang tepat (Atang Ranoemihardja, 
1981:123). 
Upaya Hukum diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, yang 
merumuskan bahwa yang dimaksud upaya hukum adalah hak 
Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan 
Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak 
terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam 
hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini. Upaya hukum 
menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP diatas telah membeda-bedakan 
antara upaya hukum biasa (Bab XVII) dan upaya hukum luar biasa 
(Bab XVIII), terdiri atas dua, yaitu: 
a) Upaya hukum biasa: 
(1) Banding 
(2) Kasasi 
b) Upaya hukum luar biasa: 
(1) Kasasi demi kepentingan hukum 
(2) Peninjauan kembali atas putusan Pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap (herziening) 
2) Pengertian Kasasi 
Perkataan Kasasi berasal dari Negara Perancis yaitu cassation 
yang berasal dari kata kerja casser yang berarti membatalkan atau 
 
 
 
 
memecahkan, sehingga apabila suatu permohonan kasasi terhadap 
putusan Pengadilan bawahan itu diterima oleh Mahkamah Agung 
maka hal itu berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah 
Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan 
hukumnya (Subekti, 1980 : 1-2). 
Kasasi adalah pembatalan, yaitu suatu tindakan Mahkamah 
Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan Pengadilan-
Pengadilan lain (Wirjono Prodjodikoro, 1983:10). 
Pada Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 
tentang Peradilan Militer yang berbunyi: “Apabila Mahkamah Agung 
mengabulkan pemohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
241, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang 
dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku sebagaimana dimaksud 
dalam”, hal ini menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki 
kekuasaan untuk membatalkan putusan Pengadilan sebelumnya.Kasasi 
sebagai suatu alat hokum yang merupakan wewenang dari Mahkamah 
Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan 
terdahulu, dan merupakan peradilan terakhir (Simorangkir, 2008:81). 
3) Dasar Pengajuan Kasasi 
Pada Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 
tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa, pemeriksaan dalam 
tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para 
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna 
menentukan: 
a) Apakah benarsuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 
b) Apakah benar cara mengadili tidak dlaksanakan menurut ketentuan 
Undang-Undang; 
c) Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. 
 
 
 
 
4) Tata Cara Pengajuan Kasasi 
Mengenai tata cara pengajuan permohonan upaya hukum 
kasasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut: 
a) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera 
Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dalam waktu 
14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan yang 
dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa (Pasal 232 
ayat (1)). 
b) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitera 
ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh 
Panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang 
dilampirkan pada berkas perkara (Pasal 232 ayat (2)). 
c) Dalam hal Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Oditur 
atau Terdakwa maupun yang diajukan Oditur dan Terdakwa 
sekaligus, Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak 
yang satu kepada pihak yang lain (Pasal 232 ayat (3)). 
d) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 
ayat (1) sudah lampau tanpa diajukan permohonan kasasi oleh 
yang bersangkutan, yang bersangkutan dianggap menerima 
putusan (Pasal 233 ayat (1)). 
e) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, hak itu 
gugur (Pasal 233 ayat (2)). 
f) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), 
Panitera mencatat dan membuat akta mengenai halitu serta 
melekatkan akta tersebut pada berkas perkara (Pasal 233 ayat 
(3)). 
 
 
 
 
g) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh 
Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-
waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam 
perkara itu tidak dapat diajukan lagi (Pasal 234 ayat (1)). 
h) Apabila pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim 
kepada Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan 
Pasal 234 ayat (2)). 
i) Apabila perkara sudah mulai diperiksa tetapi belum diputus, 
sedangkan sementara itu pemohon mencabutpermohonan 
kasasinya, pemohon dibebani biaya perkara yang sudah 
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya 
Pasal 234 ayat (3)). 
j) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali (Pasal 
234 ayat (4)). 
b. Tinjauan tentang Oditur Militer 
1) Pengertian Oditur Militer 
Oditurat di lingkungan Peradilan Militer adalah satu dan tidak 
terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Tuhan Yang 
Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap 
orang bersamaan kedudukannya dalam hukum. Oditurat di lingkungan 
Peradilan Militer secara teknis yustisia, pembinannya dibawah Oditur 
Jendral sedangkan organisatoris dan administrative berada di bawah 
panglima (Faisal Salam, 2004: 80-81) 
Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang tentang Peradilan 
Militer, Oditur Militer dan Oditur Tinggi yang selanjutnya disebut 
Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai 
penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan 
dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan 
 
 
 
 
peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang ini. 
Pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang tentang Peradilan 
Militer, Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang 
selanjutnya disebut Oditur Jenderal adalah Penuntut Umum tertinggi 
di lingkungan Angkatan Bersenjata, pimpinan dan penanggungjawab 
tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan 
wewenang Oditurat.   
2) Kekuasaan Oditur Militer 
a) Menurut Pasal 64 Undang-Undang tentang Peradilan Militer 
Oditurat Militer mempunyai Tugas dan wewenang: 
(1) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang 
Terdakwanya: 
i. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah; 
ii. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 
huruf b dan huruf c yang Terdakwanya “termasuk 
tingkat kepangkatan” Kapten kebawah; 
iii. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus 
diadili oleh Pengadilan Militer; 
(2) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan 
dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam 
lingkungan peradilan umum. 
Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Oditurat Militer dapat melakukan 
penyidikan. 
b) Menurut Pasal 65 Undang-Undang tentang Peradilan 
MiliterOditurat Militer Tinggi mempunyai tugas dan wewenang: 
(1) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang 
Terdakwanya adalah: 
 
 
 
 
i. Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor 
keatas; 
ii. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasa 9 angka 1 
huruf b dan huruf c yang Terdakwanya “ termasuk 
tingkat kepangkatan” Mayor keatas; dan 
iii. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus 
diadili oleh Pengadilan Militer. 
(2) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan 
dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam 
lingkungan peradilan umum. 
Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Oditurat Militer Tinggi dapat 
melakukan penyidikan. 
c) Menurut Pasal 66 Undang-Undang tentang Peradilan Militer 
Oditurat Jendral mempunyai tugas dan wewenang: 
(1) Membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas 
dan wewenang Oditurat; 
(2) Menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna 
kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan; dan 
(3) Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan 
perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara 
khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, 
Polisi Militer, dan badan penegak hukum lain. 
d) Menurut Pasal 67 Undang-Undang tentang Peradilan 
MiliterOditur Jenderal mempunyai tugas dan wewenang: 
(1) Selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi oditurat, 
mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang penuntutan di 
lingkungan Angkatan bersenjata; 
 
 
 
 
(2) Mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang 
penyidikan, penyerahan perkara, dan penuntutan di 
lingkungan Angkatan bersenjata; 
(3) Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai 
permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau 
rencana pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan 
(4)  Melaksanakan tugas khusus Panglima sesuai dengan 
ketentuan peraturan yang berlaku. 
e) Menurut Pasal 68 Undang-Undang tentang Peradilan Militer 
Oditurat Militer Pertempuran mempunyai tugas dan wewenang: 
i. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang dilakukan 
oleh mereka debagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1; 
ii. Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan 
Militer Pertempuran Militer. 
  Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Oditur Militer Pertempuran dapat 
melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur 
Jenderal dalam hal ada perintah langsung dari panglima atau 
komandan Komando Operasi Pertempuran. 
 
c. Tinjauan tentang Kesalahan Penerapan Hukum 
Salah menerapkan hukum seharusnya tidak terjadi dalam 
pemeriksaan suatu perkara, namun hal tersebut sering terjadi. Meskipun 
atas adanya salah menerapkan hukum dalam suatu putusan hakim dapat 
diajukan keberatan melalui upaya hukum yang tersedia untuk itu seperti 
banding dan kasasi, tetapi dari aspek penegakan hukum, salah menerapkan 
hukum dalam suatu putusan tidak terpisahkan dari profesionalitas penegak 
hukum. Dalam konteks ini, hakikinya dalam suatu proses peradilan tidak 
 
 
 
 
semestinya tejadi salah menerapkan hukum, karena hukum menjadi 
pijakan utama dalam memeriksa, mengadili suatu perkara. 
Jika sering terjadi suatu putusan Pengadilan tingkat bawah 
dibatalkan atau diperbaiki oleh Pengadilan tingkat atasnya dengan 
pertimbangan karena salah menerapkan hukum, maka persoalannya tidak 
hanya sebatas tersedianya upaya hukum untuk mengajukan keberatan, 
melainkan menyangkut kecermatan hakim dalam memeriksa dan 
mengadili suatu perkara. Ujung dari kecermatan hakim adalah berkaitan 
dengan penguasaan hukum hakim dalam membuat pertimbangan hukum 
atas seluruh bukti dan fakta yang diajukan atau terungkap dalam 
persidangan. 
Terkait dengan soal salah menerapkan  hukum, M Yahya Harahap 
(2007;539) menyatakan, "bahwa satu tujuan kasasi, memperbaiki dan 
meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar 
diterapkan sebagaimana mestinya dan apakah cara mengadili benar-benar 
dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan". Memahami 
pandangan M Yahya Harahap tersebut, maka sesungguhnya salah 
menerapkan hukum dalam mengadili suatu perkara merupakan hal yang 
tidak dikehendaki  atau tidak boleh terjadi. Namun hakim sebagai manusia 
biasa, maka salah menerapkan hukum selalu saja ada kemungkinannya 
terjadi. Karena itu, hukum acara tetap memberikan ruang bagi seorang 
pencari keadilan untuk mengajukan keberatan atas suatu putusan 
Pengadilan apabila ternyata dalam putusan  itu ditemukan adanya salah 
menerapkan hukum. Ruang yang disediakan hukum acara itu, tentu tidak 
berarti adanya salah menerapkan hukum dalam suatu pertimbangan 
hukum putusan hakim sebagai hal yang biasa saja dan ada upaya hukum 
tersedia untuk itu. Esensi pemberian ruang bagi seorang pencari keadilan 
terkait adanya salah menerapkan hukum adalah sebagai sarana koreksi 
atas putusan Pengadilan tingkat bawah yang secara subtansial dalam 
 
 
 
 
penegakan hukum tidak diperbolehkan. Dan adanya salah menerapkan 
hukum dalam putusan hakim akan terus terjadi apabila masalahnya 
diarahkan pada pemikiran atau paham, “silahkan ajukan keberatan melalui 
upaya hukum yang tersedia”. 
Bila ditelusuri putusan-putusan Mahkamah Agung yang 
membatalkan atau melakukan koreksi terhadap putusan Pengadilan tingkat 
bawahnya yang dimintakan pemeriksaan kasasi, maka cukup banyak juga 
putusan Mahkamah Agung yang membatalkan atau memperbaiki putusan 
Pengadilan tingkat bawahnya atas dasar Judex Facti salah menerapkan 
hukum. Dalam kaitan ini ada sejumlah yurisprudensi terkait dengan Judex 
Facti salah menerapkan hukum, antaranya putusan Mahkamah Agung No. 
99K/MIL/2016 tanggal 25 Februari 2016 dengan kaidah hukum: Judex 
Facti telah salah menerapkan hukum yaitu Judex Facti tidak 
mempertimbangkan secara cermat hal-hal yang memberatkan dalam 
tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 
Mencermati kaidah hukum dari yurisprudensi di atas, 
konsekuensinya terjadi pembatalan putusan Pengadilan tingkat bawah dan 
seorang Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Disisi 
lain, apabila sejak dari awal dalam pemeriksaan suatu perkara pada 
Pengadilan tingkat pertama atau pun banding alat bukti benar-benar 
dipertimbangkan dengan sempurna, maka tentu seorang Terdakwa sudah 
mendapatkan kebebasannya sejak awal, dimana perbuatan yang 
dituduhkan kepada Terdakwa ternyata bukan merupakan tindak pidana 
berdasarkan alat  bukti yang diajukan dalam persidangan. 
Dengan demikian, dalam memeriksaan dan mengadili suatu 
perkara seharusnya tidak boleh terjadi adanya salah menerapkan hukum. 
Ini tidak sajak karena hukum menjadi dasar pijakan utama dalam 
memeriksa dan mengadili suatu perkara, namun akibat dari salah 
menerapkan hukum itu menimbulkan kerugian bagi seorang pencari 
 
 
 
 
keadilan, baik moril maupun materiel dalam berbagai aspeknya. Di sisi 
lain adalah berkenaan dengan kepastian hukum 
(http://www.boyyendratamin.com/2015/03/salah-menerapkan-hukum-
sebuah-pemikiran.html) 
 
d. Tinjauan tentang Judex Facti 
1) Pengertian Judex Facti 
Judex Facti merupakan badan peradilan yang memeriksa fakta-
fakta tentang terjadinya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada 
Terdakwa. Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara adalah 
berdasarkan surat dakwaan yang telah disusun sedemikian rupa oleh 
Penuntut Umum. Dari pemeriksaan perkara tersebut maka akan 
terungkap fakta-fakta di persidangan yang menjadi penilaian serta 
pertimbangan hakim untuk memberikan putusan atas tindak pidana 
yang didakwakan kepada Terdakwa. Hal tersebutlah yang 
membedakannya dengan Judex Juris yang memeriksa penerapan 
hukumnya atau dengan kata lain penerapan hukum Judex Facti dalam 
memeriksa dan memutus perkara yang telah menjadi kewenangannya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
2) Judex Facti dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia 
Judex Facti dalam sistem hukum pidana Indonesia dijalankan 
oleh Pengadilan tingkat pertama dan banding. Pengadilan tingkat 
pertama adalah Pengadilan Militer yang diberikan kewenangan untuk 
memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 
1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang 
dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan 
dibantu 1 (satu) orang Panitera. Ketentuan tersebut diatur dalam 
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 
 
 
 
 
Militer. 
Sedangkan Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan 
Militer Tinggi yang diberikan wewenang untuk memeriksa dan 
memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus 
oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan 
banding. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Judex Juris 
memeriksa penerapan hukumnya atau dengan kata lain penerapan 
Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara yang telah 
menjadi kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan (Puslitbang Mahkamah Agung RI, 2013: 37) 
 
e. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim 
 Keputusan hakim dapat didefinisikan sebagai aktivitas intelektual 
yang melibatkan aktor sosial (hakim) yang memilih ke dalam proses 
musyawarah solusi ke dalam kasus tertentu. Solusi ini adalah hasil dari 
logis yang ketat dan kompleks pemikiran. Proses keputusan hakim harus 
bisa diprediksi agar terhindar dari beberapa diskresi hukuman (hukuman 
berat untuk beberapa pelanggaran dengan tingkat bahaya sosial rendah 
atau hukuman lunak untuk pelanggaran serius). Hakim harus mengamati 
dampak sosial dan ekonomi dari kalimat tersebut. Hakim harus untuk 
fokus tidak hanya pada dampak kalimat dalam hubungannya dengan 
pelaku tetapi juga mempertimbangkan beberapa aspek-aspek khusus 
seperti biaya hukuman, dampak hukuman pada orang lain atau komunitas 
anggota (Mihai Ioan Miclea, Oancea Gabriel, & Doina Stefana Saucan, 
2012: 697). 
Terdapat dua pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara 
yang khususnya putusan yang mengandung pemidanaan, yaitu 
 
 
 
 
pertimbangan Hakim bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang 
bersifat non yuridis. 
1) Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan 
Hakim yang berdasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal 
yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis 
antara lain: 
i. Dakwaan Penuntut Umum 
Dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat 
rumusan tindak pidana yang didakakan kepada Terdakwa yang 
disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan 
merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan 
di muka Pengadilan. Dalam menyusun surat dakwaan, hal-hal 
yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan 
materiilnya. Dakwaan berisi identitas Terdakwa juga memuat 
uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan 
memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 130 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). 
ii. Tuntutan Pidana 
Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan 
beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh 
Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhkan oleh Pengadilan kepada 
Terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan 
tindak pidana yang mana Jaksa Penuntut Umum telah 
mengajukan tuntutan tersebut. Penyusunan surat tuntutan oleh 
Jaksa penuntut Umum disesuaikan dengan dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum dengan melihat proses pembuktian dalam 
persidanganm yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan 
 
 
 
 
yag digunkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum sampai pada 
tuntutannya didalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum 
menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana 
yang Penuntut Umum dakwakan, dengan memberikan alasan 
tentang anggapannya tersebut. 
iii. Keterangan Terdakwa 
Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1997 tentang Peradilan Militer memuat bahwa keterangan 
Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa 
adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di persidangan tentang 
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang 
ia alami sendiri hal ini diatur dalam Pasal 175 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  Keterangan 
Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, 
Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain. 
iv. Keterangan Saksi 
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam 
perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai 
suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, 
dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 
pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti 
seperti yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 
Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu 
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia 
alami sendiri, yang harus disampaikan di persidangan dengan 
mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di 
 
 
 
 
muka sidang Pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja 
atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak 
dapat dinilai sebagi bukti yang sah. 
v. Barang bukti 
Barang bukti merupakan barang yang dipergunakan oleh 
Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang 
sebagai hasil dari suatu tindak pidana, barang yang digunakan 
sebagai bukti yang diajukan dalam sidang Pengadilan bertujuan 
untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan 
keterangan Terdakwa dalam membuktikan kesalah Terdakwa. 
Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan 
menambah keyakinan Hakim dalam menilai benar tidaknya 
perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. 
vi. Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait 
Pertimbangan Hakim dalam pengambilan keputusan 
berpedoman pada rumusan Pasal 194 huruf d dan f Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang 
berbunyi (d) pertimbangan yang disusun secara ringkas 
mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang 
diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar 
penentuan kesalahan Terdakwa, (f) Pasal perundang-undangan 
yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 
putusan, disertai kedaan yang memberatkan dan meringankan 
Terdakwa. Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut 
Umum menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
putusan dan pasal-pasal tersebut harus dimuat dalam surat 
putusan pemidanaan. 
 
 
 
 
2) Pertimbangan Non-Yuridis 
Hakim dalam menjatuhkan putusan selain membuat 
pertimbangan yang bersifat yuridis, Hakim juga membuat 
pertimbangan non yuridis.Pertimbangan non yuridis bersifat 
sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis. Aspek sosiologis 
berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seseorang 
melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk 
mengkaji kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan tindak pidana 
dan menjalani pidana, sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk 
mengkaji sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana, dengan 
demikian Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil 
sesuai dengan perbuatan pelaku. 
Pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan pada hal-hal 
yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi 
Terdakwa. Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan 
perbuatan yang dituduhkan kepadanya.  
 
f. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan 
1) Pengertian Putusan Pengadilan 
Berdasarkan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 
tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan 
merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka 
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 
Pengambilan putusan oleh hakim di Pengadilan adalah didasarkan 
pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang Pengadilan, 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 31 
 
 
 
 
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian surat 
dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, 
karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di 
sidang Pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di Pengadilan 
seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas 
dakwaan.Syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana 
terhadap suatu perkara pidana adalah dengan adanya alat bukti yang 
cukup dan sah dan adanya keyakinan hakim. 
Suatu putusan harus ditanda tangani oleh ketua sidang dan 
Panitera yang telah memeriksa pekaranya. Apabila ketua Pengadilan 
berhalangan menandatangani putusan tersebut, maka ditandatangani 
oleh hakim anggota tertua yang ikut dalam memeriksa dan memutus 
perkara tersebut. Apabila Paniteranya yang berhalangan hadir maka 
harus dicatat dalam berita acara. Mengenai hal penandatanganan ini 
Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur 
mengenai ketentuan tersebut dalam suatu pasal (Subekti, 1980:126) 
2) Jenis Putusan Pengadilan 
Putusan-putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara pidana 
tidaklah sama bentuknya, ada bermacam-macam bentuk putusan yang 
dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara pidana yang 
diperiksanya. Perbedaan bentuk-bentuk putusan bisa saja dipengaruhi 
oleh penelitian hakim terhadap apa yang didakwakan dalam surat 
dakwaan apakah memang terbukti, tetapi perbuatan itu bukan 
merupakan tindak pidana, tetapi termasuk dalam ruang lingkup hukum 
perdata atau termasuk tindak pidana aduan (klacht delik). Atau 
menurut mereka tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama 
sekali (M. Yahya Harahap, 2013:347). Dari penjelasan tersebut maka 
dapat diketahui bahwa bentuk putusan itu sangat beragam, bertolak 
 
 
 
 
dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam penjatuhan 
putusan mengenai suatu perkara maka bisa berbentuk sebagai berikut: 
a) Putusan Bebas 
Putusan bebas berarti Terdakwa dijatuhi putusan bebas atau 
dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal. 
Pengertian Terdakwa diputus bebas, Terdakwa dibebaskan dari 
tuntutan hukum dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya 
Terdakwa tidak dipidana (M. Yahya Harahap, 2013:347). 
Putusan bebas dapat dijatuhkan apabila Pengadilan 
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, 
kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwaan tidak terbukti 
secara sah dan  meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas (Pasal 
189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer). Dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat diketahui 
dalam keadaan bagaimana Terdakwa diputus bebas, apabila 
Pengadilan berpendapat: 
(1) Dari hasil pemeriksaan “di sidang” Pengadilan. 
(2) Kesalaha Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. Jadi dengan demikian, untuk dapat membuktikan 
tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa, minimal harus 
tersedia dua alat bukti yang sah. Dan berdasarkan pada 
penggunaan minimal dua alat bukti yang sah tersebut, hakim 
berkeyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut 
 
 
 
 
umum kepada Terdakwa benar-benar telah terjadi, dan 
Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Harun M Husein,1992: 
109)  
Penerapan putusan bebas (vrijspraak) dalam hukum pidana 
adalah berdasarkan asas bahwa tiada seseorang dapat dipidana 
tanpa kesalahan, atau Geen Straf Ohne Schuld (Belanda), atau 
Keine Straf Ohne Schuld (Jerman), atau No Punishment Without 
Guilty (Inggris) (C. Djisman Samosir, 2013: 147). 
Kemudian apabila ditinjau dari segi yuridis, putusan bebas 
berarti putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan 
tidak memenuhi asas sebagai berikut: 
(1) Tidak memenuhhi asas pembuktian menurut undang-undang 
secara negatif, 
(2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. 
b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum 
Dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan jika Pengadilan 
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa 
terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, 
maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pada 
masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntuan hukum. Pada 
masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum 
disebut dengan onslag van recht vervolging, yang sama 
maksudnya dengan Pasal 189 ayat (2), yakni putusan pelepasan 
dari segala tuntutan hukum berdasarkan kriteria: 
(1) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa memang terbukti 
secara sah dan meyakinkan 
 
 
 
 
(2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan 
yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana (M. Yahya 
Harahap, 2013:353) 
Pelepasan dari segala tuntutan juga akan termuat dalam 
putusan hakim, apabila ada keadaan istimewa yang in casu 
mengakibatkan bahwa Terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu 
hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 44 kalau perbuatan Terdakwa 
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena penyakit 
jiwa dari Terdakwa atau menurut Pasal 48, kalau Terdakwa 
melakukan perbuatan terdorong karena keadaan memaksa 
(overmacht), atau menurut Pasal 49 kalau pendorongan ini 
disebabkan oleh peristiwa, bahwa Terdakwa berada dalam keadaan 
diserang oleh orang lain dan harus membela diri (moodweer), atau 
menurut Pasal 50 bila Terdakwa melakukan perbuatan untuk 
menjalankan suatu peraturan dalam undang-undang atau kalau 
menurut Pasal 51, Terdakwa melakukan perbuatan untuk 
memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang 
pejabat yang berkuasa dalam hal itu. 
c) Putusan Pemidanaan 
Putusan pemidanaan adalah Terdakwa dijatuhi hukuman 
pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak 
pidana yang didakwakan kepada Terdakwa (M. Yahya Harahap, 
2013:354). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 190 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
putusan pemidanaan dijatuhkan jika Pengadilan berpendapat 
bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhan pidana. 
 
 
 
 
Berdasarkan Pasal 190 ayat (1), penjatuhan putusan 
pemidanaan terhadap Terdakwa didasarkan pada penilaian 
Pengadilan. Jika Pengadilan berpendapat dan menilai bahwa 
Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana 
terhadap Terdakwa. 
Putusan yang menjatuhkan pemidanaan kepada seorang 
Terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk 
menghukum Terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang 
disebut dalam pasal pidana yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 
2013:354) 
 
g. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan 
1) Pengertian Pencurian dengan Pemberatan 
Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda 
dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan 
pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. Karena sifatnya, maka pencurian itu 
diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga 
pencurian dengan kualifikasi (gegualificeerddiefstal). Unsur-unsur 
yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan 
kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada 
obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan 
dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas 
(Sudarsono, 2001: 207). Sedangkan Wirjono di dalam Hermien 
Hadiati Koeswadji menerjemahkannya dengan pencurian khusus, 
sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara cara tertentu 
(Koeswadji, 1985: 28). 
 
 
 
 
 
2) Unsur-Unsur Delik Pencurian dengan Pemberatan 
Tindak pidana pencurian yang masuk kategori pemberatan 
terdapat di dalam Pasal 363 KUHP yang bunyi Pasalnya: 
Ayat Pertama, Pidana dengan pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun: 
a) Pencurian ternak; 
b) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, 
gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, 
kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, 
pemberontakan dalam kapal atau bencana perang; 
c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau 
pekarangan yang tertutup di mana terdapat rumah kediaman 
dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau 
bertentangan dengan kehendak yang berhak; 
d) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; 
e) Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk 
dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan 
membongkar (braak), mematahkan (verbreking) atau memanjat 
(inkliming) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan palsu. 
Ayat Kedua, Jika pencurian tersebut pada huruf c disertai 
dengan salah satu hal tersebut pada huruf d dan e maka dijatuhi pidana 
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 
Kemudian penjabaran unsur-unsur dari tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan sebagaimana bunyi pasal di atas adalah: 
(Koeswadji, 1985: 30). 
a) Pencurian ternak (vee). Di negeri Belanda yang merupakan unsur 
yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat 
penggembalaan (weide). Berhubung di Indonesia ini ternak 
 
 
 
 
merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka 
pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari 
kandang ataupun dari tempat penggembalaan. 
b) Dalam butir 2 dari Pasal 363 KUHP juga disebut pencurian pada 
waktu ada bencana, kebakaran, dan sebagainya. Alasan untuk 
memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah 
karena timbulnya kericuhan, kekacauan,  kecemasan yang sangat 
memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-
barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang 
karena adanya bencana tersebut tidak atau kurang mendapat 
penjagaan. Si pelaku harus menggunakan kesempatan itu untuk 
mempermudah pencuriannya. 
c) Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada 
malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh 
orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan 
kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan “malam hari” 
sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Pasal 98 KUHP, 
yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam 
dan matahari terbit.” Di negeri Belanda perumusannya agak lain 
(Pasal 311 WvS) yaitu: “pencurian pada waktu istirahat malam” 
(voor de nachtrustbestemde tijd). 
d) Unsur pemberatan keempat yaitu apabila pencurian itu dilakukan 
bersama-sama oleh dua orang atau lebih (twee of 
meerverenigdepersonen). Istilah “bersama-sama” (verenigde 
personen) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai 
kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini 
diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama atau bersekutu 
dalam kaitannya dengan “mededaderschap” yang mempunyai 
kesengajaan (gezamenlijkopzet) untuk melakukan pencurian. 
 
 
 
 
Menurut Pasal 55 KUHP “Mededaderschap” terdiri dari empat 
macam perbuatan yang dapat berupa: 
i. Melakukan sendiri atau pelaku (pleger). 
ii. Menyuruh orang lain untuk melakukan (doenpleger). 
iii. Turut serta melakukan kejahatan (medepleger). 
iv. Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan 
(uitlokker). 
Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan 
bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila 
seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian 
seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa 
sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula 
termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan 
oleh Pasal 363 (1) butir 4 KUHP. 
e) Unsur pemberatan kelima adalah dengan menggunakan cara-cara: 
i. Merusak 
Maksudnya di dalam melakukan pencurian tersebut 
disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah 
benda.Misalnya memecah kaca jendela. 
ii. Memotong 
Maksud dari memotong yakni di dalam melakukan 
pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. 
Misalnya: memotong pagar kawat. 
iii. Memanjat 
Mengenai perbuatan memanjat dapat ditafsirkan 
secara autentik pada Pasal 99 KUHP ialah: yang disebut 
memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang 
memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk 
melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, 
 
 
 
 
begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang 
digunakan sebagai batas penutup. 
iv. Memakai anak kunci palsu Mengenai hal ini diterangkan 
dalam Pasal 100 KUHP ialah: 
“Yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga 
segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka 
kunci”. Contoh: kawat, paku atau obeng digunakan untuk 
membuka sebuah slot itu adalah benar-benar sebuah anak 
kunci, namun itu bukan merupakan anak kunci yang biasa 
dipakai oleh penghuni rumah untuk membuka slot itu. 
v. Memakai perintah palsu menurut Yurisprudensi 
Yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah 
menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat 
kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu 
tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat 
perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya: seorang 
pencuri yang mengakui petugas dinas air minum yang 
memasuki rumah dengan alas an akan memperbaiki pipa-
pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, 
akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum 
dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi. 
vi. Memakai pakaian jabatan palsu 
Pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai 
oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu. Sering terjadi 
di dalam masyarakat bahwa seorang pencuri mengenakan 
pakaian jaksa atau polisi sehingga pakaian seragamnya tadi 
ia dapat memasuki rumah korban dengan mudah. (Wahyu 
Nugroho, 2012: 265-267) 
 
 
 
 
2. Kerangka Pemikiran 
a. Bagan Kerangka Penulisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Keterangan: 
Kerangka pemikiran diatas digunakan Penulis dalam menggambarkan 
dan menelaah serta menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam 
penelitian hukum ini yaitu tentang tindak pidana Pencurian dengan 
Pemberatan yang diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui 
putusan Nomor: 71-K/PM II-08/AD/III/2015 yang menyatakan Terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
Pencurian dengan Pemberatan dengan dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana tambahan dipecat dari Dinas 
Militer. Dengan adanya putusan tersebut, Terdakwa mengajukan banding 
pada Pengadilan Militer Tinggi Jakarta dan melalui putusan Nomor 04-
K/BDG/PMT-II/AD/I/2016 hanya dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun. 
Menanggapi putusan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta tersebut Oditur 
Militer mengajukan Upaya Hukum Kasasi terhadap putusan Pengadilan 
Militer Tinggi melalui akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/71/PM II-
08/AD/III/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 
Jakarta pada tanggal 7 Maret 2016. Dan dengan dikabulkannya permohonan 
Kasasi tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor : 99K/MIL/2016 
berpendapat bahwa alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat 
dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa in casu 
Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu dalam putusannya 
tidak mempertimbangkan secara cermat tentang keadaan-keadaan yang 
memberatkan pidananya, sehingga putusan Judex Facti in casu dapat 
diklasifikasikan sebagai putusan yang kurang lengkap pertimbangan 
hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), dan menjatuhkan pidana pokok yaitu 
penjaraa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana tambahan 
berupa pemecatan dari Dinas Kemiliteran. 
 
 
 
 
Berdasarkan hal-hal diatas argumentasi Oditur Militer dan 
pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini akan menjadi 
fokus kajian dalam penelitian ini. Titik permasalahan akan disesuaikan 
dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Militer sebagai pedoman beracara dalam tata hukum beracara pidana Militer 
di Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. HASIL PENELITIAN 
Penulis telah melakukan penelitian mengenai Putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor: 99K/MIL/2016 dalam perkara perampokan oleh anggota 
militer diperoleh hasil sebagai berikut: 
1) Identitas Terdakwa 
Nama : SUYATNO; 
Pangkat/Nrp. : Praka / 31040467701083; 
Jabatan: Tamudi Pool 5 Ang Kima; 
Kesatuan : Kogartap I / Jakarta; 
Tempat lahir : Pekalongan 
Tanggal lahir : 23 Oktober 1983; 
Jenis Kelamin : Laki-laki; 
Kewarganegaraan : Indonesia 
Agama : Islam; 
Tempat tinggal : Komplek KPAD Cibubur, Jalan Lempuyang I Nomor 13, 
Jakarta Timur. 
 
2) Uraian Singkat Fakta Peristiwa 
Pada tanggal 13 Desember 2013 Sdr. Suyatno mulai bekerja pertama kali 
mengawal perhiasan. Pada 28 Desember 2013 Sdr. R. Sugiarto yang 
merupakan Saksi-7 berkata kepada Sdr. Suyatno “Mas, bagaimana kalau 
barang yang kita kawal kita rampas” lalu dari ide tersebut Sdr. Suyatno 
menyetujuinya selanjutnya Sdr. Suyatno menindaklanjuti dengan 
menghubungi Sdr. Sahidin Alias Aa (teman Sdr. Suyatno) selanjutnya Sdr. 
Sahidin Alias Aa menghubungi Brigadir Bambang Hariyadi Saksi-6 yang 
 
 
 
 
merupakan anggota Brimob sebagai tim eksekutor. Pada tanggal 15 April 
2014 Sdr. Suyatno, Brigadir Bambang Hariyadi, dan Sdr. Sahidin Alias Aa 
melakukan brifing rencana perampokan emas milik CV. Bintang Mas di 
samping Asrama Brimob Kelapa Dua di sebuah warung kosong, setelah 
brifing Sdr. Suyatno menghubungi Sdr. R. Sugiarto untuk mengajak 
melakukan perampokan emas lalu Sdr. R. Sugiarto mengatakan bersedia 
untuk ikut dalam perampokan tersebut selanjutnya Sdr. R. Sugiarto mencari 
informasi di dalam CV. Bintang Mas tentang kegiatan kendaraan yang akan 
keluar membawa emas milik CV. Bintang Mas. Pada tanggal 17 April 2014 
Brigadir Bambang Hariyadi menghubungi Aipda Diro Sukoco untuk bertemu 
di depan Mako Brimob tepatnya di depan koperasi Brimob kemudian Brigadir 
Bambang Hariyadi menceritakan pekerjaan (perampokan) yang akan 
dilakukan tersebut melalui telepon lalu dijawab jika tidak ada kegiatan maka 
pekerjaan (perampokan) tersebut akan dilaksanakan. Pada hari Jumat tanggal 
18 April 2014 sekitar pukul 09.30 Sdr. Suyatno tiba di Komplek Kayu Putih 
Tengah untuk standbay sambil menunggu informasi dari Sdr. R. Sugiarto di 
sebuah warung warteg yang jaraknya sekitar 1KM dari CV. Bintang Mas. 
Pada waktu yang sama Brigadir Bambang Hariyadi, bersama Aipda Diro 
Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo tiba di 
Pom bensin Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, lalu setengah jam 
kemudian Terdakwa menghubungi Brigadir Bambang Hariyadi dengan 
mengatakan mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H 8535 HY yang mau 
mengantar emas 13 Kg ke Bogor, Jawa Barat sudah keluar dari kantor dan 
akan mengisi solar di tempat Brigadir Bambang Hariyadi menunggu. Setelah 
mobil tersebut selesai mengisi solar, mobil langsung jalan kearah pintu tol 
Rawamangun selanjutnya Brigadir Bambang Hariyadi beserta tim mengikuti 
mobil tersebut dari belakang menggunakan mobil Kijang Innova warna silver 
Nomor polisi F 1379 HH yang dikemudikan oleh Brigadir Gusti Antung 
hingga menuju tol Jagorawi, setibanya di jalan tol Jagorawi tepatnya di daerah 
 
 
 
 
Cimanggis, Depok, setelah mengambil tiket tol di pintu Cibubur kemudian 
Brigadir Gusti Antung menyalip mobil Panther tersebut dari kiri yang saat itu 
berjalan dijalur kanan hingga serempetan. Setelah itu, mobil Kijang Innova 
warna silver yang dikemudikan Brigadir Gusti Antung dan mobil Panther 
warna hitam tersebut berhenti di lajur kanan selanjutnya Brigadir Gusti 
Antung dan Sdr. Agus Supriyo menemui supir mobil Panther yang 
dikemudikan oleh Sdr. Tumin (Saksi-1) dan Serka Iswandi (Saksi-3) 
pengawal mobil Panther lalu disusul oleh Brigadir Bambang Hariyadi dan 
Aipda Diro Sukoco kemudian terjadi keributan lalu Sdr. Tumin disuruh untuk 
meminggirkan mobil Panther tersebut setelah minggir kemudian mobil 
Panther warna hitam diambil alih oleh Brigadir Gusti Antung. Kemudian 
Serka Iswandi (pengawal mobil Panther) masuk ke dalam mobil Kijang 
Innova bersama dengan Brigadir Bambang Hariyadi, Bripka Lukman dan 
Aipda Diro Sukoco sedangkan Brigadir Gusti Antung dan Sdr. Agus Supriyo 
masuk ke dalam mobil Panther warna hitam bersama dengan Sdr. Tumin dan 
Saksi-2 (dua orang karyawan yang mengantar emas tersebut) untuk 
selanjutnya jalan menuju Bogor dan berhenti di Pom bensin dekat pintu keluar 
tol Sentul Selatan. Pada saat berhenti di Pom bensin dekat pinu keluar tol 
Sentul Selatan, Sdr. Tumin berusaha melarikan diri untuk minta tolong, lalu 
Sdr. Agus Supriyo mengeluarkan tembakan dengan menggunakan senjata 
milik Brigadir Bambang Hariyadi, namun Sdr. Tumin berhasil ditangkap oleh 
Sdr. Agus Supriyo. Kemudian Aipda Diro Sukoco, Bripda Lukman dan Sdr. 
Tumin dan dua orang karyawan yang mengantar emas tersebut masuk 
kedalam mobil Kijang Innova yang dikemudikan oleh Aipda Diro Sukoco 
sedangkan Brigadir Bambang Hariyadi, Sdr. Agus Supriyo, Brigadir Gusti 
Atung dan Serka Iswandi masuk ke dalam mobil Panther warna hitam yang 
dikemudikan oleh Sdr. Agus Supriyo berangkat menuju Bogor namun setelah 
keluar pintu tol Bogor mobil Kijang Innova warna silver yang membawa Sdr. 
Tumin dan dua orang karyawan yang mengantar emas tersebut berputar arah 
 
 
 
 
masuk tol lagi menuju arah Jakarta tetapi sebelum tiba di pintu keluar tol 
Sentul Selatan tangan dan mata Sdr. Tumin dan dua orang karyawan yang 
mengantar emas tersebut ditutup dengan menggunakan lakban warna coklat 
oleh pelaku, kemudian mobil keluar tol Jambu Dua, Bogor, selanjutnya mobil 
Kijang Innova warna silver dan mobil Panther warna hitam berhenti dipinggir 
jalan di daerah Jambu Dua lalu Brigadir Gusti Antung memindahkan 2 (dua) 
buah tas berisi emas dari mobil Panther warna hitam kedalam mobil Kijang 
Innova warna silver, setelah itu brigadir Gusti Antung membawa Sdr. Tumin, 
dua orang karyawan yang mengantar emas tersebut, dan Serka Iswandi masuk 
ke dalam mobil Panther warna hitam dengan posisi kedua tangan terikat ke 
depan dengan menggunakan lakban dan mata juga tertutup lakban selanjutnya 
Sdr. Tumin, dua orang karyawan yang mengantar emas tersebut, dan Serka 
Iswandi disuruh duduk di bagasi belakang mobil Panther warna hitam. 
Selanjutnya kedua mobil tersebut jalan terus dan keluar di Sirkuit Sentul 
hingga tiba di sebuah Masjid di daerah Sentul Selatan kemudian mobil masuk 
ke dalam semak-semak dan pada saat di semak-samak Bripda Lukman 
menggembosi ban mobil Panther warna hitam selanjutnya Brigadir Bambang 
Hariyadi, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman, dan Sdr. Agus Supriyono 
masuk kedalam mobil Kijang Innova warna silver lalu pergi menuju tol arah 
Jakarta dan keluar tol Cijago. Setelah keluar dari tol Cijago, Terdakwa 
dihubungi oleh Brigadir Bambang Hariyadi dengan mengatakan “sudah 
selesai mas” lalu Sdr. Suyatno minta bertemu dengan Brigadir Bambang 
Hariyadi. Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Brigadir 
Bambang Hariyadi di pinggir jalan dekat Timbangan truk di Jalan Raya Bogor 
lalu Terdakwa membagi 2 (dua) perhiasan emas hasil curian tersebut dimana 
saat itu Brigadir Bambang Hariyadi diberi 1 (satu) kantong plastik putih 
berisikan perhiasan berwarna kuning yang terdiri dari gelang, cincin, kalung, 
dan anting-anting sedangkan 1 (satu) tas yang lainnya berisi emas putih dan 
emas kuning dibawa oleh Sdr. Suyatno yang kata Sdr. Suyatno untuk timnya 
 
 
 
 
ada 5 (lima) orang, setelah itu Brigadir Bambang Hariyadi pulang membawa 
setengah bagian emas yang di bagi oleh Sdr. Suyatno. 
 
3) Dakwaan Oditur Militer 
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana 
tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan April tahun dua 
ribu empat belas atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu 
empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di jalan 
Tol Jagorawi tepatnya di daerah Cimanggis, Depok, atau setidak-tidaknya di 
tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah 
melakukan tindak pidana : 
"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang 
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan " 
Dengan cara-cara sebagai berikut : 
a. Bahwa Praka Suyatno (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD 
melalui pendidikan Secata PK tahun 2003/2004 di Rindam Jaya/Jayakarta 
selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu 
dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Padalarang selama 
3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Dronkavser Paspampres dan pada 
tahun 2013 dimutasi ke Gartap I/Jakarta sampai saat melakukan perbuatan 
yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31040467701083 
b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sahidin Alias Aa yang mengaku 
berprofesi sebagai supir pribadi pengusaha hiburan di Jakarta sejak tahun 
2002 di Polda Metro Jaya karena pada saat itu Terdakwa sempat 
mendaftar Seba Polri dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan 
keluarga. 
c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Brigadir Bambang Hariyadi (Saksi-6) 
sekitar pertengahan bulan Desember 2013 dikenalkan oleh Sdr. Sahidin 
 
 
 
 
Alias Aa di daerah Ceger, Jakarta Timur dalam hubungan teman biasa, 
tidak ada hubungan keluarga. 
d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Roby Muljadi Sutjianto (Saksi-4) 
pada tanggal 13 Desember 2013 di sebuah Komplek di Jalan Raya Kayu 
Putih Tengah 1A Nomor 19, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur yang 
dikenalkan oleh Sdr. R. Sugiarto (Saksi-7) selanjutnya pada saat itu juga 
Terdakwa mulai bekerja pertama kali mengawal perhiasan. 
e. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 Saksi-7 berkata kepada Terdakwa 
"Mas, bagaimana kalau barang yang kita kawal kita rampas" lalu dari ide 
Saksi-7 tersebut Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa 
menindaklanjuti dengan menghubungi Sdr. Sahidin Alias Aa (teman 
Terdakwa)selanjutnya Sdr. Sahidin Alias Aa menghubungi Saksi-6 
anggota Brimob sebagai tim eksekutor. 
f. Bahwa pada saat perampokan yang terjadi di Purwakarta tersebut 
mendapatkan hasil sebanyak 16 Kg (enam belas kilogram) emas, 
kemudian emas tersebut dijual lalu Terdakwa mendapat bagian sebesar 
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang 
tersebut Terdakwa belikan sebuah rumah di Perumahan KPAD Cibubur, 
Jalan Lempuyang 1 Nomor 13, Jakarta Timur seharga 
sebesarRp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sedangkan 
sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa 
gunakan untuk merenovasi rumah di KPAD Cibubur tersebut. 
g. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa 
ditelepon oleh Saksi-6 dengan mengajak untuk brifing rencana 
perampokan emas milik CV. Bintang Mas bersama Sdr. Sahidin Alias Aa 
yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2014, kemudian sekira 
pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Sahidin Alias Aa untuk 
janjian bertemu di samping Asrama Brimob Kelapa Dua di sebuah warung 
kosong, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 dan Sdr. Sahidin Alias 
 
 
 
 
Aa di sebuahwarung kosong di luar Asrama Brimob Kelapa Dua 
kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-7 dengan mengajak untuk 
melakukan perampokan emas lalu Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa 
bersedia untuk ikut dalam perampokan tersebut selanjutnya Saksi-7 
mencari informasi di dalam CV. Bintang Mas tentang kegiatan kendaraan 
yang akan keluar membawa emas milik CV. Bintang Mas. 
h. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa 
menelepon Saksi-6 janjian bertemu di Cibubur tepatnya di samping Pom 
bensin Cibubur, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu 
dengan Saksi-6 lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "Mas persiapan 
kerja (merampok) barang dengan tujuan Bogor, nanti saya kabari, tunggu 
di Pulo Mas saja" setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-6 
pulang. 
i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB 
Terdakwa kembali menghubungi Saksi-6 untuk memastikan pekerjaan 
besok (pada hari Jumat tanggal 18 April 2014), setelah itu Saksi-6 
menghubungi Aipda Diro Sukoco untuk bertemu di depan Mako Brimob 
tepatnya di depan koperasi Brimob kemudian Saksi-6 menceritakan 
pekerjaan (perampokan) yang akan dilakukan tersebut melalui telepon lalu 
dijawab oleh Aipda Diro Sukoco jika tidak ada kegiatan lain maka 
pekerjaan (perampokan) tersebut akan dilaksanakan. 
j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 06.15 Saksi-6 
bertemu dengan Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda 
Lukman dan Sdr. Agus Supriyo di Mini Market Kelapa Dua, Depok, Jawa 
Barat, setelah berkumpul dan mobil Kijang Innova warna silver Nomor 
Polisi F1379 HH juga telah disiapkan oleh Sdr. Agus Supriyo selanjutnya 
Saksi-6, Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan 
Sdr. Agus Supriyo berangkat menuju Pom bensin Jalan Pemuda, 
Rawamangun, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil Kijang Innova 
 
 
 
 
warna silver Nomor Polisi F 1379 HH yang dikemudikan oleh Brigadir 
Gusti Antung. 
k. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari 
rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison Nomor Polisi F 
8225 FX menuju Komplek Kayu Putih Tengah setibanya di Komplek 
tersebut sekitar pukul 09.30 lalu Terdakwa stanbay sambil menunggu 
informasi dari Saksi-7 di sebuah warung warteg yang jaraknya sekitar 1 
KM dari CV. Bintang Mas. 
l. Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WIB Saksi -6, bersama Aipda Diro 
Sukoco, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo 
tiba di Pom bensin Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, lalu 
Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 dengan memberitahukan kalau Saksi-6 
dan temanteman sudah sampai lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 
"Ya sudah tunggu aja" selanjutnya setengah jam kemudian Terdakwa 
menghubungi Saksi-6 dengan mengatakan mobil Panther warna hitam 
Nomor Polisi H 8535 HY yang mau mengantar emas 13 Kg ke Bogor, 
Jawa Barat sudah keluar dari kantor dan akan isi solar di Pom bensin di 
Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, lalu tidak lama kemudian 
mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H 8535 HY tersebut datang 
untuk mengisi solar di Pom bensin tempat Saksi-6 menunggu, setelah 
mobil tersebut selesai mengisi solar langsung jalan ke arah pintu tol 
Rawamangun selanjutnya Saksi-6, Aipda Diro Sukoco, Brigadir Gusti 
Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo mengikuti mobil Panther 
warna hitam tersebut dari belakang dengan menggunakan mobil Kijang 
Innova warna silver Nomor Polisi F 1379 HH yang dikemudikan oleh 
Brigadir Gusti Antung hingga menuju tol Jagorawi, setibanya di jalan tol 
Jagorawi tepatnya di daerah Cimanggis, Depok, setelah mengambil tiket 
tol di pintu Cibubur kemudian Brigadir Gusti Antung menyalip mobil 
Panther warna hitam Nomor Polisi H 8535 HY tersebut dari kiri yang saat 
 
 
 
 
itu berjalan di jalur kanan hingga serempetan yang mengakibatkan badan 
mobil sebelah kanan belakang yang Saksi-6, Aipda Diro Sukoco, Brigadir 
Gusti Antung, Bripda Lukman dan Sdr. Agus Supriyo tumpangi lecet dan 
badan mobil Panther warna hitam lecet sebelah kiri dan depan. 
m. Bahwa setelah itu, mobil Kijang Innova warna silver yang dikemudikan 
Brigadir Gusti Antung dan mobil Panther warna hitam tersebut berhenti di 
lajur kanan selanjutnya Brigadir Gusti Antung dan Sdr. Agus Supriyo 
menemui supir mobil Panther warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. 
Tumin (Saksi-1) dan Serka Iswadi (Saksi-3) pengawal mobil Panther lalu 
disusul oleh Saksi-6 dan Aipda Diro Sukoco kemudian terjadi keributan 
lalu Saksi-1 disuruh untuk meminggirkan mobil Panther warna hitam 
tersebut setelah minggir kemudian kemudi mobil Panther warna hitam 
diambil alih oleh Brigadir Gusti Antung. 
n. Bahwa kemudian Saksi-3 (pengawal mobil Panther) masuk ke dalam 
mobil Kijang Innova bersama dengan Saksi-6, Bripka Lukman dan Aipda 
Diro Sukoco sedangkan Brigadir Gusti Antung dan Sdr. Agus Supriyo 
masuk ke dalam mobil Panther warna hitam bersama dengan Saksi-1 dan 
Saksi-2(dua orang karyawan yang mengantar emas tersebut), selanjutnya 
mobil Kijang Innova warna silver dan mobil Panther warna hitam jalan 
menuju Bogor dan berhenti di Pom bensin dekat pintu keluar tol Sentul 
Selatan. 
o. Bahwa pada saat mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H 8535 HY 
dan mobil Kijang Innova Nomor Polisi F 1379 HH berhenti di Pom bensin 
dekat pintu keluar tol Sentul Selatan, kemudian Saksi-1 berusaha 
melarikan diri untuk minta tolong lalu Sdr. Agus Supriyo mengeluarkan 
tembakan dengan menggunakan senjata milik Saksi-6 selanjutnya Saksi-1 
berhasil ditangkap oleh Sdr. Agus Supriyo lalu Sdr. Agus Supriyo 
bertanya dengan Saksi-1 "Kenapa lari ?" Saksi-1 menjawab "Takut Pak", 
selanjutnya dua orang pelaku menodongkan senjata api jenis pistol ke arah 
 
 
 
 
Saksi-2 untuk menakut-nakuti Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian terjadi 
perdebatan di pinggir jalan selanjutnya Saksi-6 melihat Saksi-3 memegang 
pinggangnya lalu Saksi-6 berkata kepada Saksi-3 "Mas sini senjatanya, itu 
senjata benar atau air softgun" dijawab oleh Saksi-3 "Ini senjata benar" 
selanjutnya Saksi-6 berkata "Sini saya lihat" setelah itu Saksi-3 
memberikan senjatanya kepada Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 mengambil 
magazen berikut 10 (sepuluh) butir amunisinya lalu Saksi-6 
mengembalikan senjata milik Saksi-3 kepada Saksi-3 (pengawal mobil 
Panther warna hitam tersebut). 
p. Bahwa kemudian Aipda Diro Sukoco, Bripda Lukman dan Saksi-1 dan 
Saksi-2 (dua orang karyawan CV. Bintang Mas) masuk ke dalam mobil 
Kijang Innova yang dikemudikan oleh Aipda Diro Sukoco sedangkan 
Saksi-6, Sdr. Agus Supriyo, Brigadir Gusti Antung dan Saksi-3 (pengawal 
mobil Panther warna hitam) masuk ke dalam mobil Panther warna hitam 
yang dikemudikan oleh Sdr. Agus Supriyo berangkat menuju Bogor 
namun setelah keluar pintu tol Bogor mobil Kijang Innova warna silver 
Nomor Polisi F 1375 HH yang membawa Saksi-1 dan Saksi-2 berputar 
arah masuk tol lagi menuju arah Jakarta tetapi pada saat sebelum tiba di 
pintu keluar tol Sentul Selatan tangan dan mata Saksi-1 dan Saksi-2 
ditutup dengan menggunakan lakban warna coklat oleh para pelaku, 
kemudian mobil keluar tol Jambu Dua, Bogor, selanjutnya mobil Kijang 
Innova warna silver Nomor Polisi F 1375 HH dan mobil Panther warna 
hitam Nomor Polisi H 8535 HY berhenti di pinggir jalan di daerah Jambu 
Dua lalu Brigadir Gusti Antung memindahkan 2 (dua) buah tas berisi 
emas dari mobil Panther warna hitam ke dalam mobil Kijang Innova 
warna silver, setelah itu Brigadir Gusti Antung membawa Saksi-1 dan 
Saksi-2 (dua orang karyawan CV. Bintang Mas) masuk ke dalam mobil 
Panther warna hitam dengan posisi kedua tangan terikat ke depan dengan 
menggunakan lakban dan mata juga tertutup lakban selanjutnya Saksi-1 
 
 
 
 
dan Saksi-2 disuruh duduk di bagasi belakang mobil Panther warna hitam, 
melihat hal tersebut Saksi-3 berkata "Ini apa lagi" lalu Saksi-6 menjawab 
"Udah mas tenang aja" setelah itu Brigadir Gusti Antung berkata kepada 
Saksi-3 "Sini tangannya mas" lalu Saksi-3 langsung menuruti perintah 
Brigadir Gusti Antung yang akhirnya kedua tangan Saksi-3 di ikat ke 
depan dengan menggunakan lakban. 
q. Bahwa kemudian Brigadir Gusti Antung mengikat mata Saksi-3 dengan 
lakban selanjutnya mobil Kijang Innova warna silver Nomor Polisi F 1375 
HH dan mobil Panther warna hitam Nomor Polisi B 8439 HY jalan terus 
dan keluar di Sirkuit Sentul hingga tiba di sebuah Masjid di daerah Sentul 
Selatan kemudian mobil masuk ke dalam semak-semak dan pada saat di 
semak-semak Bripda Lukman menggembosi ban mobil Panther warna 
hitam selanjutnya Saksi-6, Brigadir Gusti Antung, Bripda Lukman dan 
Sdr. Agus Supriyo masuk ke dalam mobil Kijang Innova warna silver 
Nomor Polisi F 1375 HH lalu pergi menuju tol arah Jakarta dan keluar tol 
Cijago. 
r. Bahwa setelah keluar tol Cijago lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 
dengan mengatakan "sudah selesai mas" lalu Terdakwa minta bertemu 
dengan Saksi-6 di Timbangan truk di Jalan Raya Bogor, Cibubur, Jakarta 
Timur, selanjutnya Saksi-6 dan teman-teman Saksi-6 pulang ke Asrama 
Kelapa Dua. 
s. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan 
Saksi- 6 di pinggir jalan dekat Timbangan truk di Jalan Raya Bogor lalu 
Terdakwa membagi 2 (dua) perhiasan emas hasil curian tersebut dimana 
saat itu Saksi-6 diberi 1 (satu) kantong plastik putih berisikan perhiasan 
berwarna kuning yang terdiri dari gelang, cincin, kalung dan anting-anting 
sedangkan 1 (satu) tas yang lainnya berisi emas putih dan emas kuning 
dibawa oleh Terdakwa yang kata Terdakwa untuk timnya ada 5 (lima) 
 
 
 
 
orang, setelah itu Saksi-6 pulang membawa setengah bagian emas yang di 
bagi oleh Terdakwa tersebut. 
 
4) Tuntutan Oditur Militer 
Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta 
tanggal 16 September 2015 sebagai berikut : 
Menyatakan Terdakwa atas nama Suyatno, Praka NRP. 31040467701083 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana : 
"Pencurian yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih". 
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) 
juncto Ayat (2) Ke-2 KUHP. 
Dengan mengingat Pasal 365 Ayat (1) juncto Ayat (2) Ke-2 KUHP dan 
ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami 
mohon agar Terdakwa atas nama Suyatno, Praka NRP. 31040467701083 
dijatuhi : 
Pidana pokok : Penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan, dikurangi selama 
Terdakwa menjalani penahanan sementara. 
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Kemiliteran Cq. TNI AD. 
Kami mohon pula agar barang-barang bukti : 
1. Berupa surat : 
a. 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 705/Pen.Pid/2014/PN.Bks tanggal 
17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi. 
b. 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 1200/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST 
tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat. Tetap melekat dalam berkas perkara. 
c. 2 (dua) lembar surat rumah. Dikembalikan kepada Kodam 
Jaya/Jayakarta. 
 
 
 
 
 
 
2. Barang-barang : 
a. Uang tunai sebesar Rp7.883.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan 
puluh tiga ribu rupiah) 
b. 4 (empat) buah gelang berwarna kuning keemasan. 
c. 3 (tiga) buah kalung berwarna kuning keemasan. 
d. 1 (satu) set tempat tidur. 
e. 1 (satu) buah lemari pakaian. 
f. 1 (satu) set sofa berwarna merah maron, 
g. 1 (satu) unit TV Samsung Plasma 42 (empat puluh dua) inchi warna 
hitam. 
 Dikembalikan kepada Sdr. Robi Muljadi Sutjiano (Saksi-1) selaku 
pemilik barang yang dicuri Terdakwa bersama rekan-rekan. 
h. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 8706 RZ warna silver 
Nomor rangka MHFE2CK3J7K001762 Nomor mesin DAE0925. 
Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik yang sah. 
i. 5 (lima) buah kunci rumah KPAD. 
Dikembalikan kepada Kodam Jaya/Jayakarta. 
Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa ditahan. 
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh 
ribu lima ratus rupiah). 
 
5) Amar Putusan Pengadilan Militer 
1. Amar putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta  
Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 71-K/PM II-
08/AD/III/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai 
berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suyatno, Praka NRP. 
31040467701083 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan". 
 
 
 
 
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : 
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. 
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer. 
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa : 
a. Surat-surat : 
1) 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 705/Pen.Pid/2014/PN.Bks 
tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri 
Bekasi, 
2) 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 
1200/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 25 Juni 2014 yang 
dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 
3) 1 (satu) lembar foto copy surat izin jalan No. 
SIJ/1674/VI/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013, 
4) 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembelian tiket pesawat dan 
travel ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 
5) 2 (dua) lembar surat rumah dinas KPAD, dikembalikan kepada 
TNIAD Cq. Kodam Jaya/Jayakarta. 
b. Barang-barang : 
1) Uang tunai sebesar Rp7.883.000,00 (tujuh juta delapan ratus 
delapan puluh tiga ribu rupiah), 
2) 4 (empat) buah gelang berwarna kuning keemasan, 
3) 1 (satu) set tempat tidur, 
4) 1 (satu) buah lemari pakaian, 
5) 1 (satu) set sofa berwarna merah maron, 
6) 1 (satu) unit TV Samsung Plasma 42 (empat puluh dua) inchi 
warna  hitam ; 
Dikembalikan kepada Sdr. Roby Muljadi Sutjiano (Saksi-1). 
 
 
 
 
7) 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 8706 RZ 
warna silver Nomor rangka MHFE2CK3J7K001762 Nomor 
mesin DAE0925, dikembalikan kepada Praka Suyatno. 
8) 5 (lima) buah kunci rumah KPAD, dikembalikan kepada TNI-
AD Cq. Kodam Jaya/Jayakarta. 
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 
(tujuh ribu lima ratus rupiah). 
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan. 
 
2. Amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta  
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 04-
K/BDG/PMT-II/AD/I/2016 tanggal 9 Februari 2016 yang amar 
lengkapnya sebagai berikut : 
Menyatakan : 
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh 
Terdakwa Suyatno, Praka NRP. 31040467701083. 
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 71-
K/PM.II-08/AD/III/2015 tanggal 12 November 2015, menjadi sebagai 
berikut : 
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara : 
Selama 1 (satu) tahun. Menetapkanselama waktu Terdakwa berada 
dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 71-
K/PM.II-08/AD/III/2015 tanggal 12 November 2015, untuk 
selebihnya. 
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. 
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa 
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 
 
 
 
 
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan 
ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta. 
 
6) Alasan Pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer 
1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tinggi halaman 30 sampai dengan 
31 tentang pengurangan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa 
dengan pertimbangan sebagai berikut : 
a. Bahwa ide untuk melakukan perampokan emas berasal dari Saksi-5 
Sdr.Sugiarto yang kemudian diti ndaklanjuti oleh Terdakwa. 
b. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, baik hukuman 
disiplin maupun hukuman pidana. 
c. Bahwa Terdakwa memperoleh pembagian uang hasil curian tersebut 
hanya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 
d.  Bahwa semua hasil curian yang diambil oleh Terdakwa telah 
dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, sehingga Terdakwa 
tidak memperoleh apa-apa lagi. 
e. Bahwa Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan 
sehingga memudahkan proses persidangan. 
f. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) anak yang masih 
kecil yang memerlukan bimbingan serta biaya dan Istri terdakwa baru 
saja melahirkan. 
g. Bahwa Terdakwa sudah 12 tahun mengabdikan diri di lingkungan TNI 
dan Terdakwa menyesali terjadinya peristiwa ini serta tidak akan 
mengulangi perbuatannya lagi. 
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim 
Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama 
sepanjang mengenai pidana pokok yang dijathkan tidak dapat 
dipertahankan lagi dan haruslah diubah. 
 
 
 
 
2. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tinggi halaman 31 sampai dengan 
32 tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas 
Militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis 
Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut terlalu berat dan 
tidak manusiawi karena pidana tersebut kurang sesuai dengan kesalahan 
yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut : 
a. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam perencanaan perampokan, 
namun peran Terdakwa hanya sebagai pemberi informasi tentang rute 
keberangkatan pengiriman emas milik CV Bintang Mas yang didapat 
dari Saksi-5 (R. Sugiarto). 
b. Bahwa ide untuk melakukan perampokan emas berasal dari Saksi-5 
Sugiarto yang kemudian ditindaklanjuti Terdakwa menginformasikan 
kepada Sdr. Sahidin Alias Aa dan meneruskannya kepada Saksi-9 
Brigadir Bambang Hariyadi. 
c. Bahwa yang melakukan eksekusi perampokan emas baik yang pertama 
tanggal 28 Desember 2013 di Purwakarta dan 18 April 2015 di Tol 
Jagorawi adalah Saksi-9 Brigadir Bambang Hariyadi dan rekan 
rekannya dan bukan Terdakwa. 
d. Bahwa posisi Terdakwa pada saat kejadian perampokan baik yang 
pertama tanggal 28 Desember 2013 di Purwakarta dan 18 April 2015 
di Tol Jagorawi tidak berada di lokasi kejadian perampokan, tetapi 
berada di tempat lain. 
e. Bahwa dalam perkara lain, Saksi-9 (Bambang Hariadi) dan Saksi- 5 
(R. Sugiarto) oleh Pengadilan Negeri Depok telah diputus dan 
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama 
melakukan pencurian dengan kekerasan", namun dalam perkara a quo 
Terdakwa dituntut dandibuktikan oleh Oditur dan Judex Facti dengan 
penerapan pasal yang berbeda sehingga, putusan yang dijatuhkan 
kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti. 
 
 
 
 
f. Bahwa Judex Facti dalam menguraikan pembuktian harusnya 
Terdakwa dikenakan dengan pasal penyertaan, yaitu "membantu 
melakukan pencurian dengan kekerasan". 
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dipandang 
masih dapat untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.Oleh karena itu 
penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Majelis Hakim Tingkat 
Pertama kepada Terdakwa dipandang tidak tepat dan adil sesuai dengan 
kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya apa yang 
menjadi keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya dapat diterima 
dan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa harus ditiadakan, untuk 
member kesempatan Terdakwa memperbaiki diri menjadi Prajurit yang 
baik. Sehinggaputusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sudah tidak 
dapat dipertahankan lagi dan haruslah dirubah. 
 
7) Pertimbangan Hakim Agung 
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung 
berpendapat sebagai berikut:  
Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat 
dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa in casu 
Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu dalam putusannya 
tidak mempertimbangkan secara cermat tentang keadaan-keadaan yang 
memberatkan pidananya, sehingga putusan Judex Facti in casu dapat 
diklasifikasikan sebagai putusan yang kurang lengkap pertimbangan 
hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), karena putusan Judex Facti 
tersebuttidak mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut : 
- Bahwa sejak mulai perencanaan sampai pelaksanaan perbuatan in casu, 
Terdakwa telah melakukan peran yang signifikan untuk dapat terjadinya 
tindak pidana tersebut. In casu Terdakwa bersama Saksi 5 Sdr. Sugiarto 
yang melakukan perencanaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan 
 
 
 
 
(perampokan emas milik CV. Bintang Mas) dengan motivasi Terdakwa dan 
Saksi 5 Sugiarto kecewa karena dikeluarkan dari CV. Bintang Mas ; 
- Bahwa demikian juga dalam pelaksanaannya Terdakwa mempunyai peran 
yang penting, in casu pada tanggal 16 April 2014 sekira pukul 19.30 WIB 
Terdakwa bertemu dengan Saksi 9 Sdr. Bambang Harjadi dan mengatakan 
"Mas persiapan kerja (merampok) barang dengan tujuan Bogor, nanti saya 
kabari, tunggu di Pulo Mas saja". Kemudian pada tanggal 17 April 2014 
Terdakwa menghubungi Saksi 9 memastikan perampokan emas in casu 
yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014 ; 
- Pada tanggal 18 April 2014 pukul 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 
9 memberi informasi mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H.8535 HY 
yang mau mengantar emas 13 kg ke Bogor, Jawa Barat sudah keluar dari 
kantor dan akan isi solar di SPBU tempat Saksi 9 menunggudi Jalan 
Pemuda, Rawamangun dan selanjutnya akan menuju pintu Tol 
Rawamangun ; 
- Bahwa setelah perampokan in casu selesai dilaksanakan Saksi 9 mengatakan 
kepada Terdakwa "Mas sudah selesai, nanti malam supaya ke rumah 
bersama Sdr. Sahidin" ; 
- Bahwa dari perampokan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar 
Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ; 
Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
Terdakwa mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan perampokan emas 
tersebut baik dalam tahap perencanaan maupun dalam 
pelaksanaannya.Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti yang 
menyatakan peran Terdakwa adalah pasif sehingga terdapat alasan untuk 
memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa in casu adalah telah 
keliru. Oleh karenanya putusan Judex Facti in casu tidak dapat dipertahankan 
lagi dan haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Judex Juris akan mengadili 
perkara Terdakwa in casu berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ; 
 
 
 
 
- Bahwa dari pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan Judex 
Facti (Pengadilan Militer II-08 Jakarta) dipandang adil dan seimbang 
dengankesalahan Terdakwa, karena telah mempertimbangkan keadaan-
keadaanyang meringankan dan memberatkan pidananya secara tepat dan 
benar. 
 
8) Amar putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
99K/MIL/2016 
MENGADILI SENDIRI 
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :SUYATNO, Praka 
NRP. 31040467701083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukantindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan" ; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana 
Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; 
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ; 
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa : 
a. Surat-surat : 
1) 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 705/Pen.Pid/2014/PN. Bks 
tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri 
Bekasi ; 
2) 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 
1200/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 25 Juni 2014 yang 
dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; 
3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Jalan Nomor 
SIJ/1674/VI/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 ; 
4) 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembelian tiket pesawat dan 
travel ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 
 
 
 
 
5) 2 (dua) lembar surat rumah dinas KPAD, dikembalikan kepada 
TNIAD Cq. Kodam Jaya/Jayakarta ; 
b. Barang-barang : 
1) Uang tunai sebesar Rp7.883.000,00 (tujuh juta delapan ratus 
delapan puluh tiga ribu rupiah) ; 
2) 4 (empat) buah Gelang berwarna kuning keemasan ; 
3) 1 (satu) set tempat tidur ; 
4) 1 (satu) buah lemari pakaian ; 
5) 1 (satu) set Sofa berwarna merah maron ; 
6) 1 (satu) unit TV Samsung Plasma 42 (empat puluh dua) inchi 
warna hitam ; 
Dikembalikan kepada Sdr. Roby Muljadi Sutjiano (Saksi-1). 
7) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 8706 RZ 
warna silver Nomor rangka MHFE2CK3J7K001762 Nomor 
mesin DAE0925, dikembalikan kepada Praka Suyatno ; 
8) 5 (lima) buah kunci rumah KPAD, dikembalikan kepada TNI-
AD Cq. Kodam Jaya/Jayakarta ; 
Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara 
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima 
ratus rupiah) ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Pembahasan 
 
1. Kesesuaian Permohonan Kasasi Oditur Militer dengan Alasan Judex 
Facti Salah Menerapkan Hukum Kurang Mempertimbangkan Hal-hal 
yang Memberatkan dalam Perkara Pencurian dengan Pemberatan 
dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer 
Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan 
tingkat banding atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau 
Oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, 
kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan. Hal ini diatur dalam 
Pasal 231 Undang  Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang dikenal dengan 
istilah upaya hukum kasasi. Upaya Hukum Kasasi merupakan hak yang 
diberikan kepada Terdakwa maupun Oditur. Kasasi bermaksud untuk 
memeriksa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak 
dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; atau apakah benar  
pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Ketiga hal tersebut 
merupakan dasar pengajuan kasasi sebagaimana tertulis dalam Pasal 239 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ketiga hal 
tersebutlah yang hanya bisa dijadikan dasar atau alasan pengajuan kasasi, 
dengan kata lain alasan pengajuan kasasi bersifat limitatif karena kewenangan 
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya terbatas pada masalah 
penerapan hukum. 
Menilik perkara yang penulis kaji tentang pencurian yang disertai 
kekerasan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan Terdakwa atas nama 
Suyatno Praka NRP. 31040467701083 yang terdapat pada putusan Mahkamah 
Agung Nomor 99K/MIL/2016 dimana perkara ini telah diputus Pengadilan 
Militer II-08 Jakarta melalui putusan Nomor: 71-K/PM II-08/AD/III/2015 
 
 
 
 
dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan 
Pemberatan” dengan dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 
6 (enam) bulan serta pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. 
Atas putusan tersebut, Terdakwa mengajukan banding. Pengadilan 
Militer Tinggi Jakarta mengabulkan permintaan Banding yang diajukan oleh 
Terdakwa tersebut dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta 
Nomor 04-K/BDG/PMT-II/AD/I/2016 yang amarnya menyatakan menerima 
secara formal permohonan Banding yang diajukan Terdakwa Suyatno, Praka 
NRP. 31040467701083, mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta 
Nomor: 71-K/PM.II-08/AD/III/2015 tanggal 12 November 2015 menjadi 
memidana Terdakwa selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu 
Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
Dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta tersebut Oditur 
Militer mengajukan Upaya Hukum Kasasi terhadap putusan Pengadilan 
Militer Tinggi. Memori kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer berisi alasan-
alasan ataupun hal-hal yang mendasari diajukannya permohonan Kasasi, yaitu 
dengan Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2016 dari Oditur 
Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang 
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 17 
Maret 2016.  
Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah 
diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-
08 Jakarta pada tanggal 25 Februari 2016 dan Oditur mengajukan 
permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2016 serta memori kasasinya telah 
diterima di di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 17 
Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-
alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut 
 
 
 
 
Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat 
diterima. 
Mengingat akta akan permohonan kasasi Oditur Militer telah diajukan 
pada tanggal 7 Maret 2016 kepada Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta, 
yaitu 11 (sebelas) hari setelah Putusan Pengadilan Militer Tinggi dibeitahukan 
kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer maka dalam hal permohonan kasasi 
telah sesuai Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Peradilan Militer yang 
menjelaskan bahwa permohonan kasasi disampaikan oleh Pemohon kepada 
Panitera pengadadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, 
dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan 
kasasi itu diberitahukan  kepada Terdakwa. 
Syarat formal pengajuan permohonan kasasi telah ditentukan dalam 
Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Peradilan Militer. Selanjutnya mengenai 
syarat material substansi alasan permohonan kasasi telah  ditegaskan dalam 
Pasal 239 ayat (1) huruf a,b,c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa Pemerikasaan dalam tingkat kasasi 
dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna 
menentukan: 
a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana 
mestinya; 
b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan 
undang-undang; 
c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya. 
Pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer adalah dengan  alasan bahwa 
Judex facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, seperti 
yang tertulis dalam Pasal 239 ayat (1). Adapun alasan lain diajukannya kasasi 
adalah Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim 
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang hanya menjatuhkan pidana penjara 
 
 
 
 
selama 1 (satu) tahun menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam 
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Mengenai penjatuhan pidana 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa 
Suyatno, Praka NRP. 31040467701083 dalam perkara pencurian dengan 
pemberatan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah 
sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf a, Judex facti tidak 
menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Sanksi 
pidana yang dijatuhkan sangat jauh atas tuntutan Pemohon Kasasi/Oditur 
Militer yaitu pidana pokok berupa penjara 24 (dua puluh empat) bulan dan 
pidana tambahan berupa dipecat dari Dinas Kemiliteran Cq. TNI AD, serta 
mengembalikan barang-barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan 
Terdakwa. Adapun hal lain yang ditakutkan terhadap penjatuhan pidana 
penjara 1 (satu) tahun, yaitu tidak adanya efek jera bagi pelaku pencurian dan 
penjatuhan pidana yang ringan bagi Terdakwa akan melahirkan preseden 
buruk bagi penegakan hukum terhadap Prajurit TNI yang seharusnya 
memberikan rasa aman dengan melindungi dan mengayomi masyarakat pada 
umumnya. 
Berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan oleh Penulis, maka alasan 
pengajuan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer telah sesuai sesuai 
dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Militer, karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa in casu Judex 
Facti telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu dalam putusannya tidak 
mempertimbangkan secara cermat tentang keadaan-keadaan yang 
memberatkan pidananya, sehingga putusan Judex Facti in casu dapat 
diklasifikasikan sebagai putusan yang kurang lengkap pertimbangan 
hukumnya (onvoldoende gemotiveerd). 
 
 
 
 
 
 
2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan 
Kasasi Oditur Militer dan Mengadili Sendiri Menjatuhkan Pidana 
Penjara dan Pemecatan dari Dinas Militer dengan Pasal 243 UUPM jo 
Pasal 26 KUHPM 
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Militer Pasal 1 butir 4 Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer 
Utama, yang selanjutnya disebut Hakim adalah pejabat yang masing-masing 
melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan. Menurut Pasal 1 butir 8 
KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-
Undang untuk mengadili.Mengadili yang dimaksud adalah untuk menjatuhkan 
suatu putusan atas perkara yang diajukan dalam persidangan guna 
menghasilkan suatu keadilan. Pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa 
Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan 
peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan, diantaranya 
lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan 
tata usaha negara. Kewenangan Mahkamah Agung dijel68askan pada Pasal 20 
ayat (2), yaitu: 
a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada 
tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang 
berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan 
lain; 
b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap 
undang-undang; dan 
c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. 
Pada Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa putusan mengenai tidak sahnya 
peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana 
dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan 
 
 
 
 
pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung 
pada Mahkamah Agung. Selain itu, dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor  
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa “Dalam hal 
Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena sudah memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Pasal 233, dan Pasal 234, 
mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau 
mengabulkan permohonan kasasi.” 
Menilik perkara yang penulis kaji tentang pencurian yang disertai 
kekerasan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan Terdakwa atas nama 
Suyatno Praka NRP. 31040467701083 dalam hal permohonan upaya hukum 
kasasi, Oditur Militer pada tanggal 7 Maret 2016 mengajukan permohonan 
kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 04-
K/BDG/PMT-II/AD/I/2016 tanggal 9 Februari dimana putusan tersebut telah 
diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-
08 Jakarta pada tanggal 25 Februari 2016. Dalam hal pengajuan upaya hukum 
kasasi terdapat jangka 11 (sebelas) hari setelah putusan diberitahukan kepada 
Pemohon Kasasi/Oditur Militer dengan jangka waktu maksimal 14 (empat 
belas) hari. Hal tersebut diatur dalam Pasal 232, Pasal 233, dan Pasal 234 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang 
bunyinya: 
Pasal 232: 
(1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera 
Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal231 dalam waktu 14 
(empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu 
diberitahukankepada Terdakwa. 
(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitera ditulis 
dalam sebuah surat keterangan yangditandatangani oleh Panitera serta 
pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. 
 
 
 
 
(3) Dalam hal Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima 
permohonan kasasi, baik yang diajukanoleh Oditur atau Terdakwa 
maupun yang diajukan Oditur dan Terdakwa sekaligus, Panitera 
wajibmemberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang 
lain. 
Pasal 233 
(1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) 
sudah lampau tanpa diajukanpermohonan kasasi oleh yang bersangkutan, 
yang bersangkutan dianggap menerima putusan. 
(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pemohon terlambat mengajukanpermohonan kasasi, hak itu gugur. 
(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Panitera 
mencatat dan membuat akta mengenai halitu serta melekatkan akta 
tersebut pada berkas perkara. 
Pasal 234 
(1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah 
Agung, permohonan kasasi dapat dicabutsewaktu-waktu dan dalam hal 
sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan 
lagi. 
(2) Apabila pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim kepada 
Mahkamah Agung, berkas tersebut tidakjadi dikirimkan. 
(3) Apabila perkara sudah mulai diperiksa tetapi belum diputus, sedangkan 
sementara itu pemohon mencabutpermohonan kasasinya, pemohon 
dibebani biaya perkara yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah 
Agunghingga saat pencabutannya. 
(4)Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. 
Mengenai memori kasasi, Oditur Militer telah memberikan dan 
diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakata pada tanggal 17 
Maret 2016, yaitu 10 (sepuluh) hari dengan batas maksimal 14 (empat belas) 
 
 
 
 
hari setelah mengajukan permohonan kasasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 
235 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang 
bunyinya “Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat 
alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah 
mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada 
Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.” Dengan demikian, 
dalam hal pengajuan permohonan kasasi, Pemohon Kasasi/Oditur Militer 
sampai dengan pemberian memori kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer 
telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang tertera dalam Pasal 232 
sampai dengan Pasal 235Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer, dimana pasal-pasal tersebut merupakan unsur-unsur dari 
Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 
Mengenai permohonan kasasi yang Pemohon Kasasi/Oditur Militer 
ajukan kepada Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi/Oditur Militer beralasan 
bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak menerapkan hukum 
sebagaimana mestinya, dan dalam memeriksa dan mengadili tidak sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a,b,c Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan 
bahwa Pemerikasaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung 
atas permintaan para pihak guna menentukan: 
a. Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya; 
b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-
undang; 
c. Melampaui batas kewenangannya. 
Adapun alasan lain Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori 
kasasinya, yaitu bahwa Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak setuju atau 
sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II 
Jakarta dan beranggapan: 
 
 
 
 
1. Bahwa walaupun menurut pertimbangan Majelis Hakim Tinggi ide untuk 
melakukan perampokan emas berasal dari Sdr. Sugiarto (Saksi-5) yang 
kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa, namun menurut hemat Pemohon 
Kasasi perbuatan tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa jauh 
sebelum perbuatan pelaksanaan dilakukan, karena Terdakwa dan Saksi-5 
merasa kecewa tidak dipakai lagi untuk melakukan pengawalan 
pengiriman emas CV. Bintang Mas.  
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan Terdakwa 
sebelumnya belum pernah dihukum, baik hukuman disiplin maupun 
hukuman pidana, kurang tepat, karena Majelis Hakim Tinggi tidak 
mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebelum permasalahan yang 
sekarang ini menjadi perkara pernah melakukan perbuatan yang sama,  
namun perkaranya masih dalam proses di Otmil II-09 Bandung. 
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan Terdakwa 
memperoleh pembagian uang hasil curian tersebut hanya sebesar 
Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sangatlah tidak tepat 
karena Majelis Hakim Tinggi hanya mempertimbangkan tentang 
Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh 
lima juta rupiah) akan tetapi tidak mempertimbangkan seberapa besar 
kerugian CV. Bintang Mas dalam perkara ini. 
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan semua hasil 
curian yang diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada pemiliknya 
yang berhak, sehingga Terdakwa tidak memperoleh apa-apa lagi adalah 
sangatlah tidak tepat, karena sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa 
tidak pernah mengembalikan barang-barang hasil perampokan yang 
dilakukan Terdakwa dan rekan-rekan kepada CV. Bintang Mas. 
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan Terdakwa 
berterus terang dan sopan dalam persidangan sehingga memudahkan 
proses persidangan adalah sangat keliru dan tidak beralasan karena 
 
 
 
 
pemeriksaan oleh Majelis Hakim Tinggi di sidang Pengadilan Militer 
Tinggi II Jakarta tanpa dihadiri oleh Terdakwa sebagaimana yang termuat 
dalam halaman 34 putusannya Pengadilan Militer Tinggi. 
Pemohon  Kasasi/Oditur Militer berkesimpulan bahwa Majelis Hakim 
Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan salah, bahkan suatu peraturan 
hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. 
Mengenai penjatuhan putusan perkara kasasi, hakim memiliki 
pertimbangan-pertimbangan untuk memutus ditolak atau dikabulkannya suatu 
permohonan kasasi tersebut. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, 
keterangan Terdakwa dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan 
kepada Terdakwa. Atas dasar alasan kasasi yang Pemohon Kasasi/Oditur 
Militer mohonkan, berikut pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam 
perkara “pencurian dengan pemberatan” dengan Terdakwa Suyatno Praka 
NRP. 31040467701083 yaitu sebagai berikut: 
- Bahwa sejak mulai perencanaan sampai pelaksanaan perbuatan in casu, 
Terdakwa telah melakukan peran yang signifikan untuk dapat terjadinya 
tindak pidana tersebut. In casu Terdakwa bersama Saksi 5 Sdr. Sugiarto yang 
melakukan perencanaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan 
(perampokan emas milik CV. Bintang Mas) dengan motivasi Terdakwa dan 
Saksi 5 Sugiarto kecewa karena dikeluarkan dari CV. Bintang Mas ; 
- Bahwa demikian juga dalam pelaksanaannya Terdakwa mempunyai peran 
yang penting, in casu pada tanggal 16 April 2014 sekira pukul 19.30 WIB 
Terdakwa bertemu dengan Saksi 9 Sdr. Bambang Harjadi dan mengatakan 
"Mas persiapan kerja (merampok) barang dengan tujuan Bogor, nanti saya 
kabari, tunggu di Pulo Mas saja". Kemudian pada tanggal 17 April 2014 
 
 
 
 
Terdakwa menghubungi Saksi 9 memastikan perampokan emas in casu 
yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014 ; 
- Pada tanggal 18 April 2014 pukul 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 
9 memberi informasi mobil Panther warna hitam Nomor Polisi H.8535 HY 
yang mau mengantar emas 13 kg ke Bogor, Jawa Barat sudah keluar dari 
kantor dan akan isi solar di SPBU tempat Saksi 9 menunggudi Jalan 
Pemuda, Rawamangun dan selanjutnya akan menuju pintu Tol 
Rawamangun ; 
- Bahwa setelah perampokan in casu selesai dilaksanakan Saksi 9 mengatakan 
kepada Terdakwa "Mas sudah selesai, nanti malam supaya ke rumah 
bersama Sdr. Sahidin" ; 
-Bahwa dari perampokan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar 
Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ; 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim 
mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Hakim 
Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan putusan pengadilan yang 
dianggap oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak sesuai peraturan 
sebagaimana mestinya. Hal tersebut tersebut diatur dalam Pasal 243 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi: 
“Apabila Mahkamah Agung mengabulkan pemohonan kasasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan putusan 
Pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku sebagaimana 
dimaksud dalam”. 
Terdapat unsur Pasal 241 dan Pasal 242 dalam Pasal 243 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada Pasal 241 
yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu menerangkan bahwa jika 
permohonan kasasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 232, Pasal 233, dan Pasal 234, mengenai hukumnya Mahkamah Agung 
dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Bunyi Pasal 
 
 
 
 
242 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu 
sebagai berikut: 
(1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak 
diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah 
Agung mengadili sendiri perkara tersebut. 
(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak 
dilaksanakan menurut ketentuan undangundang,Mahkamah Agung 
menetapkan disertai petunjuk supaya Pengadilan yang memutus perkara 
yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan 
atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan 
perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. 
(3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim yang 
bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah 
Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara 
tersebut. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 241 dan Pasal 242 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, isi dari amar 
putusan Mahkamah Agung adalah mengabulkan permohonan kasasi Pemohon 
Kasasi/Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II 
dikarenakan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa in casu Judex Facti 
telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu dalam putusannya tidak 
mempertimbangkan secara cermat tentang keadaan-keadaan yang 
memberatkan pidananya, sehingga putusan Judex Facti in casu dapat 
diklasifikasikan sebagai putusan yang kurang lengkap pertimbangan 
hukumnya (onvoldoende gemotiveerd). Maka Mahkamah Agung mengadili 
perkara tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang berbunyi “Pemecatan dari dinas 
militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan 
Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan 
 
 
 
 
oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau 
pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang 
dilakukan, dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. 
Selanjutnya Mahkamah Agung mengambil putusan: 
1. Menyatakan Terdakwa yaitu :SUYATNO, Praka NRP. 
31040467701083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukantindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan" ; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana 
Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; 
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ; 
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
Berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan oleh penulis, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam 
mengabulkan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan 
menjatuhkan sanksi pidana lebih berat dari putusan judex facti telah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM. Hal tersebut telah memenuhi 
ketentuan Pasal 241 yang terdiri dari Pasal 232, Pasal 233, dan Pasal 234 
mengenai prosedur pengajuan kasasi, dan juga Pasal 242 yaitu Mahkamah 
Agung mengadili sendiri perkara tersebut, mengabulkan permohonan kasasi 
Pemohon Kasasi/Oditur Militer karena telah sesuai dengan 239 ayat (1) huruf 
a,b,c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 
Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimohonkan kasasi 
yaitu putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 04-K/BDG/PMT-
II/AD/I/2016 tanggal 9 Februari 2016 dan mengadili sendiri dengan 
menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pemecatan dari Dinas 
Militer. 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, 
maka simpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut: 
1. Permohonan Kasasi Oditur Militer dengan alasan Judex Facti salah 
menerapkan hukum kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
dalam perkara pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan Pasal 239 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
yang menjelaskan bahwa Pemerikasaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh 
Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan: 
a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana 
mestinya; 
b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan 
undang-undang; 
c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya. 
Pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer adalah dengan alasan bahwa 
Judex facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, seperti 
yang tertulis dalam Pasal 239 ayat (1).Karena dalam menjatuhkan pidana 
kepada Terdakwa in casu Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, 
yaitu dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara cermat tentang 
keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga putusan Judex 
Facti in casu dapat diklasifikasikan sebagai putusan yang kurang lengkap 
pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) 
2. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Oditur 
militer dan mengadili sendiri menjatuhkan pidana penjara dan pemecatan dari 
dinas militer telah sesuai dengan Pasal 243 UUPM jo Pasal 26 KUHPM 
 
 
 
 
 Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi yang 
diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan menjatuhkan sanksi pidana lebih 
berat dari putusan judex facti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 243 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 
KUHPM. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 241 yang terdiri dari 
Pasal 232, Pasal 233, dan Pasal 234 mengenai prosedur pengajuan kasasi, dan 
juga Pasal 242 yaitu Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, 
mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer karena telah 
sesuai dengan 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 
tentang Peradilan Militer. Mahkamah Agung membatalkan putusan 
pengadilan yang dimohonkan kasasi yaitu putusan Pengadilan Militer Tinggi 
II Jakarta Nomor : 04-K/BDG/PMT-II/AD/I/2016 tanggal 9 Februari 2016 
dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa SUYATNO, Praka 
NRP. 31040467701083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan"; menjatuhkan 
pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Pokok : Penjara 
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; Pidana Tambahan : Dipecat dari 
Dinas Militer; serta menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
 
B. Saran 
Saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut: 
Penegakan hukum terlebih kepada anggota militer seharusnya penegak 
hukum lebih tegas dan teliti dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara, 
terutama dalam hal yang sudah dipercayakan masyarakat kepada anggota militer 
tersebut, karna sering kali para anggota militer menyalah gunakan kekuasaan dan 
menggunakan seragam sebagai tameng dalam tidak kejahatan.Dan untuk 
menjamin terpenuhinya keadilan terkait penjatuhan pidana seseorang, sebaiknnya 
Mahkamah Agung diberi kewenangan yang lebih luas untuk menilai fakta hukum 
 
 
 
 
yang telah dinilai sebelumnya oleh Hakim Judex Facti karena dalam praktek 
seringkali ditemukan kekeliruan yang dilakukan oleh Hakim Judex facti terkait 
penilaiannya terhadap fakta persidangan, sehingga menyebabkan penjatuhan 
pidana kurang tepat. 
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